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A. Latar Belakang Masalah

Seorang muslim, di manapun dan kapanpun, dituntut untuk mengamalkan
garan Islam dengan suka rela baik berhubungan dengan Allah SWT, maupun
dalam hidup bermasyarakat dan bernegara® Hal tersebut lahir dari keyakinan
bahwa Islam adalah agama yang universal dan berlaku di semua zaman dan
tempat (Shtih}likull zamar wa makar)®. Dengan demikian menerapkan gjaran
|slam dalam kehidupan yang luas merupakan tuntutan agama.®

Muslim Indonesia dituntut bukan sekedar menjadi seorang muslim yang
taat, tetapi juga menjadi warga negara Indonesia yang baik.* Ada tanggung jawab
ganda yang dihadapi oleh muslim Indonesia, yaitu menjaankan ajaran Islam dan
mematuhi ketentuan-ketentuan hidup berbangsa dan bernegara secara baik. Hal
tersebut membawa implikas yang cukup besar, bailk sebagai pribadi maupun
sebagal bagian dari hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu bagaimana
mempertemukan keduanya secara harmonis. Persoalan menjadi semakin komplek
terkait dengan kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam dan tidak

menjadikan agama sebagai faktor pengikat, tetapi merupakan hasil kompromi

! Abdullahi Ahmed an-Na’im, Agama dan Negara Sekuler, terj. Sri Murniati (Bandung: Mizan.
2007), 18.

2 Wahbah Zuhayli, Figh al-Islam wa Adillatuhti (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 33. Y usuf Musa,
Tarikh al-Figh al-Islamy, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadithiyah. 1985), 14 dan 18.

% |chtijanto, Pengembangan Teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan
Pembentukan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 114

* Muhyar Fanani ketika melihat perkembangan baru dengan munculnya gerakan Islam syari’at dan
perda-perda syari’at mengajukan pertanyaan retoris “Inikah arah untuk menjadi muslim yang baik
sekaligus warga negara yang baik”. Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit (Y ogyakarta :
TiaraWacana, 2009 ), xxiii.



dari pluralitas etnis, budaya dan agama.® Sistem hukum yang berlaku dalam hidup
bernegara juga bukan hanya hukum Islam, tetapi juga sistem hukum Barat dan
sistem hukum adat. °

Pertemuan Islam dengan ke-Indonesiaan tidak jarang menimbulkan
permasal ahan-permasalahan baru yang tidak selalu dapat ditemukan jawabannya
dalam nas}} bahkan dalam literatur klasik, atau sudah pernah diputuskan oleh
ulama terdahulu, tetapi konteks yang dihadapi berbeda, sehingga diperlukan
pemikiran kembali.” Hal tersebut menuntut dilakukannya upaya maksima dalam
mengaktualisasikan nilai-nilai universal secara sistematik dan metodologis dalam
konteks ke-Indonesiaan,® baik pada tahap memformulasikan hukum Islam
(istinbatPrmaupun pelaksanaannya (tatbigi)’

Permasalahan yang timbul akibat pertemuan Islam dengan ke-Indonesiaan
tersebut telah disadari oleh ulama di Indonesia. Terdapat banyak pemikir Islam
yang menawarkan ide pembaharuannya yang secara garis besar dapat dibedakan
dalam dua tema “kembali kepada a-Qur an dan hadits” dan “Ke-Indonesiaan”.*
Tema “kembali kepada al-Qur ah dan hadits” didorong oleh upaya purifikasi dari
pengaruh-pengaruh non-lslam dan praktek-praktek tradisi yang dianggapnya

mengotori garan Islam. Kecenderungan pembaharuan tersebut berjalan paralel

®Ibid, 3

® Retno Lukito memberikan uraian secara rinci dalam Tradisi Hukum Islam di Indonesia
(Yogyakarta: Teras, 2008)

" Bustanul Arifin, Munawir Sadzali dan Alur Pemikirannya. Dalam Munawir Sadzali, ljtihad
Kemanusiaan (Jakarta: Paramadinag, Cet : |, 1997), xx

8 Abdurrahman Wahid, “Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan”, dalam,
Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid
Institut, 2007), 44-70

° Al-Shatjbi, al-Muwafaqat; (Beirut: Dar a-Fikr) Juz IV, 64. Ahmad Rishuni dan Muhammad
Jamal Barut, al-ljtinhd al-Wagi’ al-Maslahah ( Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’asir ), 75

9 yudian Wahyudi, Ushul Figh Versus Hermeneutika (Yoyakarta: Pesantren Nawesea Press,
2006), 28 dan 37



dengan gagasan “dibukanya kembali pintu ijtihad” dan menolak fanatisme
madzhab.

Tema kedua adalah “ke-Indonesiaan” yang di samping kembali kepada
al-Qur an dan hadits juga kembali pada tradisi dan adat yang sebelumnya ditolak
oleh kaum reformis. Tema “ke-Indonesiaan” dibedakan dalam dua
kecenderungan. Kecenderungan pertama yaitu cita-cita untuk membangun hukum
Islam yang khas Indonesia yang memberikan apresiasi terhadap adat Indonesia.
Kecenderungan ini muncul dalam konsep fikih Indonesia Hashi'', madzhab
nasional Hazairin'?, pribumisasi 1slam Abdurrahman Wahid"3, reaktualisasi gjaran
Islam Munawir Sadzali'* dan zakat sebagai pajak Masdar F Mas’udi®®.

Sgjalan dengan gagasan fikih ke-Indonesiaan, terdapat kencenderungan
lain yaitu yang bercorak konstitusional. Kelompok ini berupaya untuk menjadikan
hukum Islam sebagai undang-undang. Produk dari pembaharuan yang bercorak

konstitusional tersebut antara lain UU RI No 1 1974 tentang Perkawinan, UU RI

'Nama |engkapnya Muhammad Hasyby ash-Shiddieqy. la lahir di Loksemawe 10 Maret 1904 dan
wafat di Jakarta tahun 1975. Karyanya yang berkaitan dengan figh antara lain: Fakta Keagungan
syari at Islam, Pengantar ilmu perbandingan madzhab, Filsafat Hukum Islam dll. |a berpendapat
bahwa syari‘at Islam bersifat elastis dan dinamis yang sesuai dengan perkembangan situasi dan
zaman. la juga mengajukan gagasan perumusan kembali figh yang khas keindonesiaa. Abd Aziz
Dahlan dkk. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam 2 (Jakarta PT Ikhtiar Baru, 1997), 530-532

12 Hazairin, pakar hukum adat serta hukum Islam, lahir di Bukit Tinggi 28 November 1906 dan
meninggal 12 Desember 1975.. Ide pemikiran Hazairin tertuang dalam bukunya Hukum
Kewarganegaraan Nasional (Jakarta : Tintamas, 1982). Pada tahun 1950, ia menawarkan konsep *
Figh Madzhab Nasional”, yaitu madzhab yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Abd
Aziz Dahlan dkk. (ed.), Ensiklopedi HukumIsam 2 ..., 537-540

3 |de ide Abdurrahman Wahid tentang pribumisasi Islam tersebut ditulis pada 1970-an dalam
beberapa artikel yang dimuat antara lain dalam majalah Pesantren dan Jurnal Ulumul Qur an.
Greg Barton, Tradisionalisme Radikal (Yogyakarta; LkiS, 1997), 167

4 |de Munawir Sadzali tentang reaktualisasi disampaikan dalam beberapa orasi dan artikel yang
antara lain dimuat dalam buku Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. ed. Igbal Abdurrauf Sainima.
(Jakarta Pustaka Panjimas. 1980). Secara lebih jelas pemikirannya juga dapat dikaji dari bukunya
Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta Paramadina. 1997)

> |de-ide Masdar tentang zakat sebagai Pajak secara lengkap terangkum dalam bukunya Agama
Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam yang edisi refisinya diberi judul Menggagas Ulang
Zakat



No 38 tantang zakat dan UU No 41 tentang Wakaf. Kompilas Hukum Islam yang
ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai hukum materiil
Peradilan Agama, dapat dikategorikan dalam kecenderungan ini. Corak kedua ini
pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari tema hubungan antara agama dan
negara, yang sepanjang sgjarah Islam merupakan masalah penting termasuk
Indonesia.*

Di antara banyak tokoh pembaharu hukum Islam yang kurang mendapat
perhatian, kalau bukan terabaikan, dalam kajian hukum Islam ke-Indonesiaan
adalah Abdurrahman Wahid, ulama yang pernah mengenyam tiga latar budaya,
tradisional, Timur Tengah dan barat serta pernah memimpin NU tiga periode dan
menjadi presiden IV RI.Y la adalah seorang pemikir progresif’® yang
pemikirannya tidak terbatas pada satu aspek, tetapi mencakup berbagai persoalan
mulai dari persoaan pesantren, politik, seni dan agama.'® Pemikirannya yang luas
dan terkadang libera mendapat perhatian dan respon dari berbagai kalangan.

Walaupun demikian Abdurrahman Wahid lebih dikenal sebagai negarawan,

1 Ali Haidar, NU dan Islam (Jakarta : Gramedia. 1994), 7. Nurcholish Madjid, Isam agama
Kemanusiaan (Jakarta : Paramadina. 1995), 11 Hubungan antara keduanya, merupakan masalah
yang paling menghantui kaum muslimin di Indonesia dan menjadi pusat perhatian gerakan Idam
di seluruh dunia. Abdurrahman Wahid, Menjawab perubahan Zaman (Jakarta : Kompas, 2010),
22-23

Y Walaupun dalam beberapa kajian pembaharuan hukum Islam namanya sering disebut, jarang
disertai paparan yang memadai tentang pemikiran hukumnya. Hooker yang memberikan uraian
cukup luas tentang hal tersebut. Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika (Y oyakarta:
Pesantren Nawesea Press, 2006), 37. Ahmad Rafig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia
(Yogyakarta: Gama Media, 2001), 169. Hooker, Ilam Madzhab Indonesia (Jakarta: Teraju, 2002),
6

'8 Greg Barton, “ Liberalisme: Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid”, dalam
Greg Feley dan Greg Barton, Tradisionalisme Radikal (Y ogyakarta; LkiS, 1997), 162

9 Tulisan-tulisannya dipetakan berbagai artikel Gus Dur ke dalam beberapa tema: pandangan
dunia pesantren(70), pribumisasi Islam (43), keharusan demokrasi (140), nation state dan finalitas
negara Pancasila (73), pluralisme agama (31), humanitarianisme universal (72), dan antropologi
kiai (24) Listiono Santoso, Teologi Politik Gus Dur (Jogjakarta : Ar-Ruzz, 2004), 133



humanis, plurais, politikus, budayawan dan agamawan ketimbang sebagai ahli
hukum Islam.

Kalau ditelusuri secara lebih detail, walaupun tidak tertuang dalam satu
tulisan utuh, ditemukan gagasan-gagasan penting yang dilontarkan Abdurrahman
Wahid yang berkaitan dengan hukum Islam dan penerapannya di Indonesia.
Pertama, pemikirannya tentang hakekat hukum Islam dan perubahan sosial.
Abdurrahman Wahid secara tegas membedakan antara yang universal dan yang
berubah dalam hukum Islam dan pentingnya mempertimbangkan masjahgh dalam
penetapan hukum 1slam.?® Abdurrahman Wahid juga memberikan ulasan cukup
luas tentang limanilai dasar (al-magasid al-khams), keadilan dan kesetaraan.

Kedua, kritik terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia yang
menurutnya cenderung apologetik. la memandang pentingnya terus melakukan
kajian terhadap hukum Islam, karena menurutnya ada beberapa ketentuan hukum
Islam yang mengalami irrelevansi, sehingga dibutuhkan rumusan hukum Islam
yang lebih melayani kebutuhan masyarakat Indonesia®

Ketiga, tentang relasi antara agama dan negara serta implikasinya pada
penerapan hukum di Indonesia (politik hukum Islam).?? Pertimbangan fikih
banyak mendasari argumen-argumennya yang dibangun dalam mempertahankan

pendiriannya tentang NKRI yang berdasarkan pada Pancasila.®®

2 Abdurrahman Wahid, “Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban”, dalam Islam
Kosmopoalitan..., 3-14

2 Abdurrahman Wahid, “Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan”, dalam.
Islam Kosmopolitan...., 44-70.

22 Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Jakarta: Grasindo, 1999).
Abdurrahman Wahid. Islam Kosmopolitan..., 121-219

% Di antara artikel yang ditulisnya dibukukan dalam Mengurai Hubungan Agama dan Negara
(Jakarta: Grasindo, 1999)



Keempat, pernyataan Abdurrahman Wahid kita ini orang Indonesia yang
beragama Islam bukan orang Islam yang berada di Indonesia.” merupakan suatu
sintesa dari dialektika antara Islam dan ke-Indonesiaan yang syarat dengan makna
dan didasari oleh pemikiran yang komprehensip. Pernyataan tersebut ditambah
dengan pernyataan lain ” Untuk menjadi muslim yang baik tidak harus menjadi
Arab” yang menuntut akan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam yang
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan real masyarakat Indonesia yang muncul
dalam gagasan fikih Indonesia dan pribumisasi Islam.?* Implikasinya dalam
pemikiran hukum Islam adalah penolakannya terhadap formalisasi syariat,
ideologisasi dan syariatisas 1sSlam. Sebagai gantinya, Abdurrahman Wahid |ebih
memilih upaya kulturalisasi dan pribumisasi hukum Islam.?

Kelima, argumen-argumen fikih daam memperkuat pandangan-
pandangannya dalam berbagai permasalahan. Tidak jarang Abdurrahman Wahid
dalam banyak artikelnya menggunakan uspibfigh, gawaid fighiyyah dan sumber-
sumber fikih klasik dalam membangun argumennya®® Beberapa hal tersebut
merupakan gagasan dan pemikiran besarnya yang menurut asumsi peneliti
dilandasi oleh landasan-landasan yang kokoh, baik landasan normatif maupun
empirik yang merupakan hasil pemikiran dan perenungannya tentang Islam dan

ke-1ndonesi aan.

# Abdurrahman Wahid, “Penafsiran Kembali ajaran agama”. dalam Islam Kosmopolitan...., 71-
87. Abdurrahman Wahid, “Hukum Pidana Idam dan Hak-hak Asasi Manusia’, dalam Idam
Kosmopoalitan...., 366-373 . Abdurrahman Wahid, Idamku, Islam anda dan Islam Kita (Jakarta:
The Wahid Institut, 2006), 42-62

% M Syafi’i Anwar, “Islamku, Islam anda Islam kita : Membingkai Potret politik Abdurrahman
Wahid”, dalam Abdurrahmana Wahid. Islamku..., xv

% KH Imran Hamzah dan Ckoirul Anam. Peny, Gus Dur Dialili Kiai-kiai (Surabaya : Jawa Pos,
1989), 22-38. Beberapa artikel Abdurrahman Wahid dalam Islamku, Islam anda dan Islam Kita
(Jakarta: The Wahid Institut, 2006) dan beberapa artikel dalam Islam Kosmopolita (Jakarta: The
Wahid Institut, 2007)



Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut cukup memberikan alasan
akan pentingnya mengkaji lebih serius dan komperhenship tentang pemikiran
fikih Abdurrahman Wahid. Selain itu urgensi kajian terhadap pemikiran
hukumnya juga didukung oleh beberapa alasan :

Pertama, hukum Islam merupakan salah satu aspek penting dalam
melakukan penelitian terhadap masyarakat Islam. la merupakan subyek penting,
kalau bukan terpenting, bagi yang memahami kajian Islam. la merupakan Islam
itu sendiri.’’ Sangat sulit untuk memahami pemikiran seorang muslim,
masyarakat muslim, ide-ide, politik dan berbagai reaks tanpa mengetahui
pengetahuan hukum dalam Islam. Walaupun tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid
mencakup banyak aspek, sebagaimana Hooker, basis pemikirannya adalah
Islam.?® Hal yang sama ditegaskan oleh Greg Barton bahwa ia adalah pemikir
Islam progresif, walaupun sebenarnya tetap konservatif dalam keyakinan dan
teologinya® Oleh karena itu untuk memahami pemikirannya secara utuh, harus
mengkaji pemikiran hukum Islamnya juga, karena untuk memahami pemikiran
Islamnya secara baik, harus memperhatikan pemikiran hukumnya. Apaagi ia
hidup pada masyarakat pesantren yang memiliki tradisi intelektual fikih.

Kedua, pemikiran, kebijakan dan tindakan Abdurrahman Wahid yang
sering kontroversia dan tidak jarang memicu reaks keras, bukanlah tindakan
yang spontan apalagi sekedar kebutuhan popularitas. Hal tersebut menurut asumsi

peneliti lahir dari pertimbangan-pertimbangan religious. Apalagi dalam beberapa

" Herman C Beck dan NJG Kaptein, Pandangan Barat Terhadap Literatur Hukum, Filsafat dan
Teologi, (INIS), 111

8 Hooker, Isam Madhhab Indonesia, Terj. Iding Rosyidin Hasan (Jakarta: Teraju, 2002), 65

» Greg Barton, "Liberalisme : Dasar-dasar Progresifitas Pemikiran Abdurrahman Wahid”, dalam
Greg Feley dan Greg Barton, Tradisionalisme Radikal (Yogyakarta: LkiS, Cet. |, 1997), 162, 193



kesempatan Abdurrahman Wahid dengan gamblang menjelaskan pertimbangan-
pertimbangan fikih, uspb figh dan qawa%d fighiyyah sebagal dasar
argumentasinya.*

Ketiga, pemikiran-pemikirannya mempunya pengaruh yang cukup luas,
baik dalam wujud mendukung dan memberikan apresiasi, maupun yang kontra
terhadap pemikirannya. Dukungan NU dan pemikir-pemikir muda progresif
berusaha menjaga dan mengembangkan warisan pemikirannya. Respon dan
apresias dari kalangan akademis diberikan dalam bentuk kaian atas
pemikirannya melalui penelitian-penelitian baik dalam bentuk penelitian tesis dan
disertasi maupun kajian lepas.®* Dalam bentuk kritik keras dan penolakan datang
dari kalangan yang mengusung formalisasi syari’at.

Keempat, pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pribumisasi hukum
Islam dan menegosiasikannya dengan Indonesia yang merupakan negara bangsa
yang demokratis dan memberikan porsi lebih luas pada pertimbangan-
pertimbangan kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, dapat
dijadikan sebagal alternatif di samping tawaran-tawaran teori pembaharuan
hukum Islam seperti Hazairin, Hasyby as-Shidigy, Munawir Sadzali dan Sahal

Mahfudz.

% Choirul Anam dkk, Gus Dur Diadili Kiai-kiai (Surabaya. Jawa Pos) Lihat pula Syamsul Anwar
dalam Pengamtar buku Islamku, Islam Kamu dan Islam Kita dan beberapa Artikel Abdurrahman
Wahid yang menjelaskan argument-argumen hukum Islam.

% Dj antara kajian tersebut adalah Hermawan Sulistio: Teologi Politik Gus Dur, Munawar
Ahmad: Ijtihad Politik Gus Dur, Ali Masykur Musa: Pemikiran dan Skap Politik Gus Dur, dan
Greg Barton: Biografi Gus Dur dan lain-lain. Mukhlas: Ensiklopedi Gus Dur.



B. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Hukum Islam mempunyai cakupan yang luas dan memasuki berbagai
demensi kehidupan. la merupakan esensi dari pemikiran Islam dan merupakan
manifestasi paling nyata dari cara dan pola hidup Islami. Untuk memahami
tindakan dan pemikiran, baik perorangan maupun masyarakat muslim, dibutuhkan
pemahaman atas pemikiran hukum Islam yang masih mendominasi kebudayaan
umat Islam.

Abdurrahman Wahid, yang dikena sebagai salah seorang pemikir Islam
progresif dan dinamis yang mengenyam tiga latar budaya, tradisional, Timur
Tengah dan barat yang menjadi fokus kajian disertasi ini, adalah seorang ulama
yang basis pemikirannnya adalah Islam. Walaupun pemikirannya tidak terbatas
pada aspek fikih, ia menulis beberapa tema hukum dan banyak menggunakan
argumentas fikih dalam mendukung ide-idenya, sehingga memahami pemikiran
hukum Islamnya merupakan hal yang sangat penting dan mendasar untuk
memahami pemikirannya secara komperhensip.

Untuk itu digjukan beberapa permasalahan yang dapat disederhanakan
dalam beberapa tema besar :

1. Pandangan Abdurrahman Wahid tentang hakekat hukum Islam dan
karakteristiknya yang bersifat dinamis dan humanis dan relevansinya ketika
dihadapkan pada persoal an-persoal an ke-Indonesiaan yang lebih komplek.

2. Konstruksi Pemikiran fikih Abdurrahman Wahid memiliki sikap yang tegas

terhadap keberadaan NKRI sebaga negara yang demokratis berdasarkan
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Pancasila. la tidak sependapat dengan usulan negara Islam Indonesia. Hal
tersebut terkait langsung dengan figh siyasi>

3. Konsekuensi dari pemikirannya tentang demokrasi dan NKRI, Abdurrahman
Wahid menolak legidasi fikih dalam bentuk undang-undang atau peraturan
daerah atau aturan perundangan yang lain. Sebagai konsekuens dari
penolakannya terhadap formalisasi hukum Islam, ia menggukan alternatif
pribumisasi hukum Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ide
besarnya pribumisasi Islam.

4. Beberapa persoalan tersebut melahirkan permasalahan yang penting, yaitu
bangunan epistemologi dan metodologi fikih dalam mengembangkan dan
menerapkan hukum Islam dalam konteks ke-Indonesiaan.

5. Banyak tawaran solusi terkait dengan permasalahan hukum Islam di Indonesia
yang diberikan para ahli yang sumbangsihnya tidak sedikit. Pemikiran fikih
Abdurrahman Wahid tersebut memberikan kontribusi bagi pengembangan
hukum Islam di Indonesia.

Beberapa permasalahan tersebut terlalu luas untuk diteliti  secara
keseluruhan. Oleh karena itu perpijak pada aasan dan pertimbangan yang telah
dijelaskan dalam latar belakang masaah, tulisan ini dibatas pada pemikiran
Abdurrahman Wahid tentang hukum Islam. Penelitian diarahkan pada konstruk
pemikiran hukum Islam Abdurrahman Wahid yang meliputi ranah ontologi,
epistemologi dan aksiologinya yang melandasi pemikiran-pemikirannya dalam
berbagal aspek. Pendlitian juga dilakukan untuk mengkaji  kontribusi

pemikirannya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
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C. Rumusan Masalah

Untuk itu dirumuskan beberapa permasalahan dalam beberapa pertanyaan

penelitian sebagai berikut :

1

2.

Bagaimana pemikiran fikih Abdurrahman Wahid?

Bagaimana konstruksi metodologi fikih Abdurrahman Wahid yang mendasari
pemikiran-pemikiran tersebut ?

Bagaimanakah kontribusi pemikirannya bagi pengembangan hukum Islam di

Indonesia?

Tujuan Pendlitian

Penelitian tentang pemikiran fikih Abdurrahman Wahid ini  bertujuan

untuk mengelaborasi konstruk fikih yang digali dari pemikirannya yang tersebar

dalam banyak artikel, yang dapat menjadi alternatif dari pemikiran hukum Islam

yang berkembang di Indonesia. Lebih jelasnya tujuan penelitian ini adalah

1

Meneliti  pemikiran fikih Abdurrahman Wahid yang dikembangkan
berdasarkan permasalahan-permasalahan masyarakat Indonesia yang unik,
yang tidak selalu sama dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi
oleh mujtahid terdahulu dalam merumuskan fikih.

Penelitian ini juga bertujuan menemukan dan menganalisis landasan-landasan
prinsipil dari fikih dan landasan metodologinya, baik berkaitan dengan
penemuan hukum maupun penerapannya.

Menemukan konstribusi pemikiran Abdurrahman Wahid bagi pengembangan

dan penerapan hukum Islam di Indonesia.
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E. Kegunaan Pen€litian

Studi ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan di atas sehingga
diperoleh pemahaman yang menyeluruh perihal pemikiran fikih Abdurrahman
Wahid, kontruksi metodologi dan kontribusinya bagi pengembangan hukum
Islam di Indonesia. Hasil temuannya diharapkan berguna baik secara teoritis
maupun praktis. Secara teoritis diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan
sumbangan yang berarti dalam pengembangan khazanah pemikiran hukum Islam
Indonesia yang tetap valid secara teologis, tetapi juga responsif terhadap nilai-
nilai lokal dan persoalan kekinian. Hasil penelitian juga diharapkan bisa menjadi
bahan pertimbangan bagi para akademisi bahwa basis pemikiran Abdurrahman
wahid adalah Islam dan memiliki akar tradisi pemikiran fikih yang kuat, baik
sebagai pendekatan maupun metode.

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai
alternatif bagi para praktisi (politisi, biroktasi atau agamawan) dalam merespon
dan mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Studi ini
mencoba memberikan gambaran betapa fikih, uspb al-figh dan magasid al-
shari*ah bukanlah doktrin statis tetapi saling terkait dalam membentuk sebuah

pola ajaran yang komprehensif, dinamis dan aplikatif.

F. Penditian Terdahulu
Kagian hukum Islam di Indonesia, secara garis besar mengambil tema kajian
pemikiran tokoh, institusi, kitab-kitab fikih, undang-undang dan substansi

pemikiran. Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, adalah salah
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seorang tokoh yang dikenal dari berbaga kalangan. Mereka yang mengenalnya
tidak semua sepaham dan bersikap apologetis terhadap Abdurrahman Wahid dan
pemikirannya. Apresiasi atas pemikirannya bukan hanya diwujudkan dalam
bentuk penerimaan, atau pembelaan, tetapi juga dalam bentuk penelitian dan
kajian kritis bahkan penolakan.

Tidak sedikit buku, Tesis, Disertasi dan artikel yang mengkaji pemikirannya
dengan mengambil tema dan pendekatan yang beragam. Oleh karena itu untuk
menghindari pengulangan, penulis kemukakan beberapa hasil kajian pustaka yang
terkait dengan tema tersebut yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa
kategori.

Pertama, penelitian biografi. Berkaitan dengan penelitian ini, salah satu
karya yang cukup monumental adalah Biografi Gus Dur : The Authorized
Biography of Abdurrahman Wahid ditulis oleh Greg Barton peneliti barat yang
antusias terhadap Abdurrahman Wahid.**> Buku tersebut, yang dalam edisi
Indonesia diterbitkan LKiS, secara detail melukiskan perjalanan Gus Dur mulai
dari lingkungan keluarga, perjalanan intelektual, politik dan aktivitas sosia
budaya. Sebelumnya Greg Barton menulis buku yang berjudul Gagasan Islam
Liberal di Indonesia : Pemikiran Neo-modernisme Nucholish Madjid, Djohan
Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid, 1968-1980 diterbitkan
Paramadina Jakarta®* Greg Barton mengkatagorikan Abdurrahman Wahid

bersama Nurcholish Madjid, Djohan Efendi dan Ahmad Wahib sebagai pemikir

% Greg barton, Biografi Gus Dur, Terj. Lie Hua (Y ogyakarta : LkiS, 2008)

% Greg Barton, Gagasan Islam liberal di Indonesia : pemikiran neo-modernisme Nucholis Madjid,
Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid 1968-1980, Terj. Nanang Tahgiq
(Jakarta: Paramadina, 1999)
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Neo-Modernisme. Selain dua buku tersebut Greg juga menulis banyak artikel
yang terkait dengan Abdurrahman Wahid, namun sgjauh ini ia tidak banyak
menyoroti permasalahan hukum secara khusus, kecuali ulasan atas artikelnya
yang berjudul “Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan”.®*

Kedua berkaitan dengan tindakan dan pemikiran politik dan sosia budaya.
Tema ini mendapat perhatian cukup luas di kalangan peneliti. Terdapat beberapa
buku yang berasal dari Tesis, Disertasi dan tulisan bebas yang mengkaji prilaku
dan pemikiran politik dengan pendekatan yang berbeda. Di antara hasil penelitian
yang termasuk kategori ini antara lain tulisan Mudjia Rahardjo yang berjudul
Hermeneutika Gadamerian, Kuasa Bahasa Dalam Wacana Politik Gus Dur yang
mengkaji pernyataan-pernyataan politik Abdurrahman Wahid dari sudut pandang
Hermeneutik Gadamerian.® Buku lain dengan pendekatan analisis wacana kritis,
ditulis Munawar Ahmad dengan judul ljtihad Politik Gus Dur®. Buku yang
diangkat dari disertas Doktora IImu Politik Universitas Gaah Mada ini
walaupun menggunakan kata “ljtihad” tidak banyak mengkaji konstruk hukum
Islam Abdurrahman Wahid, walaupun dalam BAB 1V disinggung secara sepintas.
Bahkan pada kesimpulannya yang kedua dengan tegas Anwar menyangsikan
konsistensi Abdurrahman Wahid terhadap pemikiran magasjdnya.

Selain dari dua buku tersebut, karya lain yang juga membicarakan politik

adalah Teologi Politik Gus Dur,* Pemikiran Politik Gus Dur,*®*Pemikiran dan

% Greg Fealy dan Greg Barton (Eds.), Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-
Negara (Y ogyakarta: LKiS, 1997)

¥ Mudjia Raharjo, Hermeneutika Gadamerian, Kuasa Bahasa Dalam Wacana Politik Gus Dur.
(Malang: UIN-Maliki Press, 2010)

% Munawar Ahmad, ljtihad Politik Gus Dur. (Y ogyakarta: LKiS, 2010)

3" Listiono Santoso, Teologi politik Gus Dur (Y ogyakarta : ar-Ruzz, 2004)
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Skap Politk Gus Dur®, dan Gus Dur dan Pancasila.*®* Dari beberapa buku
tersebut, tulisan Nur Kholik yang agak banyak menyinggung aspek hukum.

Buku lain yang mengambil tema politik adalah Membaca Pemikiran Gus
Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi,** Zaman Baru Islam Indonesia:
Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M Amin Rais, Nurcholis Madijis
dan jalaluddin Rahmat,*dan Membebaskan Agama dari Negara :Pemikiran
Abdurrahman Wahid dan Ali Abdur Raziq.** Beberapa tulisan tersebut
membandingkan pemikiran politik Abdurrahman wahid dengan pemikir lain
seperti Ali Abdur Razig, Amin Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rahmat.

Ketiga berkaitan dengan tasawwuf, pendidikan dan kemanusiaan. Tema
tema tersebut di antaranya ditulis oleh orang dekat Abdurrahman Wahid yang
mencomba mengurai benang merah pemikirannya. Pada tahun 2012 terbit buku
Sang Zahid :Mengarungi Sufisme Gus Dur® tulisan Husen Muhammad yang
menelusuri pemikiran tasawwuf Abdurrahman Wahid dan implikasinya pada
pluralisme dan kemanusiaan. Pada tahun 2015 terbit buku Gus Dur : mengarungi
Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa®™ karya Abdul Wahid Hasan. Buku tersebut

menemukan kesimpulan bahwa pemikiran dan gerakan yang dilakukan

% Khoirul Umami, Pemikiran Politik Gus Dur : Sudi Tentang Pola Hubungan antara Agama dan
Negara (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011)

¥ Ali Masykur Musa, Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur. (Jakarta : Erlangga. 2010)

“% Nur Kholik Ridwan, Gus Dur dan Negara Pancasila (Y ogyakarta: Tanah Air, 2010)

“ Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999)

* Deddy Jamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran
dan Aks Politik Abdurrahman Wahid, M Amin Rais, Nurcholis Madjis dan jalaluddin Rahmat
(Zaman Wacana Mulia, 1998)

“3 Pahrurraji M Bukhori, Membebaskan Agama dari Negara : Pemikiran Abdurrahman Wahid dan
Ali Abdur Raziq (Bantul: Pondok Edukasi, 2003)

“ Husen Muhammad, Sang Zahid : mengurangi Sufisme Gus Dur ( Yogyakarta: LKiS, 2012)

5 Abdul Wahid Hasan, Gus Dur : mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa (Y ogyakarta:
IRCISoD, 2015)
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Abdurrahman Wahid berpijak pada satu pandangan hidup yang kokoh yaitu
spiritualitas.

Sebelumnya pada tahun 2013 terbit buku : Humanisme Gus Dur:
Pergumulan Islam dan Kemanusiaan® karya Saeful Arif yang memiliki
keseriusan dan kedalaman dalam mengkaji pemikiran Abdurrahman Wahid.
Saeful Arif menyimpulkan bahwa pemikirannya berada pada pusaran humanisme
dan etika sosia yang mencoba nenguak jalinan pemikirannya.

Keempat, pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid. Tema ini belum
banyak mendapat perhatian peneliti. Kgjian mengena ha tersebut ditemukan
dalam beberapa tulisan. Pertama tulisan Jondra Pianda yang berjudul “Melacak
Metodologi Pemikiran KH Abdurrahman Wahid Terhadap Epistemologi

Pembaharuan Hukum Islam”.%’

Dalan kesimpulannya, Jondra Pianda
menyatakan bahwa konsep pemikiran hukum Islam Abdurrahman Wahid adalah
konsep magashid al-shari’ah, yaitu konsep penetapan hukum yang memberikan
prioritas pada aspek kemaslahatan (al-maslahfit al-‘ammah) dengan menjadikan
aspek kultur sebagai aspek yang dominan dalam pertimbangan penetapan hukum..
Penelitian Jondra belum menjabarkan secara detil konsep maslahih dan
pribumisasi hukum Islamnya. la hanya menyebutkan dua kaidah fikhiyyah yaitu

“tasarruf al-imam ‘ala>ra’iyyah manug} bi al-maslah@h” dan kaidah “dar’ al-

mafasid mugaddam ‘ala>jalb al-masgth} la juga tidak merumuskan konstruk

6 Saeful Arif, Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan, (Y ogyakarta: Ar Ruzz
Media, 2013)

4" Skripsi Jondra Pianda pada jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Y ogyakarta tahun 2011.
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metodologi dari pemikirannnya yang spesifik, tetapi hanya menyebut dua contoh
kasus yaitu Ajinomoto dan hukum merokok.

Kedua, tulisan Abd Ghafur berjudul Demokratisasi dan Prospek Hukum
Islam di Indonesia.®® Buku yang diangkat dari tesis ini, banyak tertumpu pada
pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokratisasi dan implikasinya terhadap
posisi hukum Islam di Indonesia.

Ketiga, tulisan Mukhlash yang berjudul Ensiklopedi Gus Dur yang
memaparkan ijtihad-ijtihad Abdurrahman Wahid dalam berbaga persoalan dalam
satu jilid khusus, yaitu jilid 111. Terdapat beberapa bab yang dimuat dalam jilid 111
tersebut, seperti figh ibadah, figh mu’amalah, figh nisa% figh siyasah, figh jinayah
dan fikih sosia. Namun semua itu disgikan secara terpisah dan kurang
menyentuh aspek metodologinya. Mash membutunkan kerja keras untuk
menemukan apalagi merumuskan konstrusi pemikiran fikih yang melandasinya.

Walaupun tulisan yang dikemukakan tersebut mengkaji pemikiraan hukum
Abdurrahman Wahid tetapi belum menunjukkan konsep yang utuh dan mendalam.
Keduanya tidak menyentuh pribumisasi hukum Islam sebagai suatu konstruk
yang utuh yang ditawarkan oleh Abdurrahman Wahid sebagal alternatif.

Keempat, tulissn M Dahlan yang berjudul “Paradigma Ushul Figh
Multikultural Gus Dur*® yang temanya bersentuhan langsung dengan ushibfigh
walaupun fokus kajiannya adalah multikulturalisme. Dalam bagian akhir latar

belakang masalah, buku yang terdiri dari lima bab tersebut mempunyai harapan

“8 Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia : Studi Atas Pemikiran
Gus Dur (Y ogyakarta: Kerjasama dengan Walisongo Press dan Pustaka Pelgjar, 2002)

M Dahlan, Paradigma Ushul Fikih Multikultural Gus Dur (Y ogyakarta : Kaukaba, 2013). Buku
ini pada awalnya merupakan hasil penelitian kerjasama dengan Diktis Digen Pendidikan Islam
Kementrian AgamaRI tahun 2010.
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bahwa uskb figh yang dikembangkan harus mampu menjawab perkembangan
zaman dan waktu yang terus berkembang. Karenanya, perlu segera dikembangkan
sesuai dengan kepentingan kehidupan umat Islam di masa kini. Dengan merujuk
pada Amin Abdullah dan Muhammad Roy, Dahlan mengajukan pentingnya usub
figh dengan paradigma historis-kritis dan mampu mensinergikan antara penalaran
literer dengan penalaran rasional empiris.>

Kesimpulan penelitian tersebut meliputi dua hal. Pertama, bahwa pemikiran
Abdurrahman Wahid memiliki akar yang kuat pada tradis uspbfigh misamya,
ijma% giyas, istihyam, istislah} dan lainnya. Kesimpulan tersebut memberikan
gambaran bahwa dalam penelitian ini tidak difokuskan pada kajian konstruksi
uskb figh multikultural, tetapi lebih pada bagaimana uspib figh dikembangkan
sebagai paradigma dalam memecahkan persoal an-persoalan bangsa yang plural.

Asumsi tersebut didasarkan pada uraian penulis buku dalam bab 111. Pada
sub bab syari’ah, fikih dan uspbfigh yang hanya dikemukakan sekilas tentang
definisi Abdurrahman Wahid terhadap ketiganya™ Demikian pula ketika
membahas tentang paradigma ijma>qiyas, istihyap, istiskah} ‘urf dan sad dhari’ah
multikultural. Pembahasan, kecuali tentang istislab} yang dibahas lebih luas,
diarahkan kepada penerapan metode-metode tersebut dalam realitas masyrakat
Indonesiayang plural.

Harus diakui buku tersebut menyajikan banyak informasi tentang pemikiran-
pemikiran Abdurrahman Wahid dan menunjukkan masih banyak terbuka peluang

yang membutuhkan kagjian secara serius. Buku tersebut juga tidak mencoba untuk

50 Ibid, 4-5
*1 |bid, 55-57
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menggali paradigma uspibfigh dari berbagai pemikiran Abdurrahman Wahid yang
tersebar di berbaga artikel, karena ia memang tidak menulis karya usyb figh
secara utuh, tetapi lebih pada bagaimana uspb figh dijadikan paradigma untuk
membaca pemikiran multikultural nya.

Dari beberapa kagjian tersebut, penelitian tentang pemikiran hukum Islam
Abdurrahman Wahid belum memdapat banyak perhatian. Bahkan Marzuki Wahid
tidak memasukkan pemikiran hukum Islam ke dalam kategori yang tersendiri.
Padahal menurut peneliti  pemikiran hukum Islam merupakan aspek penting, di
samping teologi dan tasawuf yang banyak mendasari pemikiran dan tindakannya.
Penelitian Dahlan, Mukhlas dan Nur Kholik serta Jondra sudah memulai langkah
tersebut, namun masih perlu pendalaman dan perluasan untuk mampu melihat

konstruk utuh dari bangunan pemikiran fikihnya.

G. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama wahyu membawa misi yang jelas dan fundamental
yang berpengaruh pada terbentuknya sistem sosial dan peradaban manusia.
Perubahan fundamental telah dilakukan Rasulullah saw terhadap budaya Arab,
seperti sistem kepercayaan, keluarga, sistem sosial dan budaya egalitarian yang
dibangun dari ajaran tauhid.

Islam turun dalam masyarakat Arab yang berbudaya, sehingga terjadi
pergumulan antara Islam dengan peradaban, adat dan sistem sosialnya.
Pergumulan tersebut bukan berarti penghapusan secara total budaya Arab. Pada

periode nabi, ketika proses tashri>sedang berlangsung, tidak semua tradisi Arab



20

dihilangkan. Beberapa tradisi dan sistem sosial masyarakat Arab pra Islam tetap
berlaku dan diadaptasi ke dalam Islam.>?

Penerapan hukum Islam pada suatu masyarakat yang berbeda atau
berubah tidak jarang menimbulkan kesenjangan (anomali). Hukum Islam yang
bersumber dari wahyu yang bersifat rabbari> tetap dan absolut, berhadapan
dengan perkembangan masyarakat yang dinamis dan progresif. Selalu terbuka
peluang bagi kaum muslimin untuk mengembangkan pemikiran dalam
menemukan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi. Fikih dituntut selalu
tanggap terhadap berbagai problem yang dihadapi dengan jawaban konstruktif
dan solutif.>®

Fikih berkembang tidak semata menjawab permasalahan yang telah
terjadi tetapi juga melalui asumsi-asumsi teoritis yang tidak terkait dengan
kemungkinan realitas. Dari sinilah, menurut al-Jabiri, nilai penting fikih
berkaitan dengan kajian epistemologi (nalar Arab) termasuk metode

menghasilkan produk-produk teoritis yang disebut uspbfigh yang signifikansinya

bagi fikih seperti logika bagi filsafat.**

Tuntutan untuk melakukan pembaharuan dan pengembangan hukum,

atau ijtihad, tetap merupakan kebutuhan yang dhrur. Karena pada kenyataannya

%2 Achmad Minhagji, Islamic Law and Local Tradision: A Social Historical Approach
(Yogjakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008), 67. Joshep Schacht, Introduction to Islamic
Law (Oxpord: At Glarendon, Press, 1964), 1

%% Memperhatikan problematika yang telah diuraikan di atas, Shahrostani mengatakan bahwa nasj}
baik Qur’an maupn Hadis sudah selesai seiring dengan wafathya Nabi (tatanahi} namun
permasalahan yang terjadi di tengah-tengan masyarakat tidak berkesudahan (la tatanakiy Oleh
karena itu ijtihad sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut harus terus dilakukan.
Syahrastani, Al-Milal wa al-Nihal (Beirut : Dar a-Fikr), 200. Yusuf Musa, Tarikh al-Figh al-
Islamy. ..., 17. Hasbi Umar, Nalar Fikih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada, 2007), 34

* Muhammad abed al-Jabiri, Formas Nalar Arab, Terj. Imam khoiri (Yogyakarta :
IRCiSoD,2014), 147
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permasalahan baik yang menyangkut substansi hukum atau penerapannya, tetap
membutuhkan pemecahan yang konperhenship. Namun ijtihad dengan berbagai
prasyarat yang harus dimiliki, tidak mudah terlaksana, karena semakin kebelakang
semakin sulit menemukan figur yang memiliki otoritas sebagai mujtahid.>® Oleh
karena itu kebutuhan akan ijtihad tidak selalu dalam pengertian menggali hukum
dengan seperangkat metodologinya, tetapi mancakup mujtahid mutlag, mujtahid
mugayyad bahkan mujtahid tarjib}dan tajdigt. ljtihad juga tidak selalu dalam
pengertian istinbat}, tetapi juga dalam pengertian tatbig al-ahkam li al-wagi’
(tahyjig al-manat)}. Atas dasar pertimbangan tersebut as-Syatibi membagi ijtihad
menjadi dua yaitu ijtihad yang harus dilakukan sepanjang masa, dan ijtihad yang
sudah terhenti pada masa formulasi hukum Islam.®®
ljitihad yang merupakan kebutuhan mendasar bagi umat>’ merupakan
kata kunci yang harus dilakukan untuk mengatas permasalahan yang terjadi di
masyarakat yang terus berkembang®. Kalau ijtihad tidak dilakukan, maka akan
terjadi salah satu dari dua kemungkinan (1) tidak adanya ketentuan hukum atas
persoalan baru dan (2) membiarkan adanya kesenjangan antara ketetapan hukum
dalam nas$}dengan realitas yang berubah.>®
Hukum Islam, merupakan representasi pemikiran Islam, manifestasi

paling has dari pandangan hidup Islam dan merupakan intisari dari Islam itu

% Hasyim Kamali, Membumikan Syari’a, Terj. Miki Saiman ( Bandung: Mizan, 2008), 214

% Abu Ishak al-Shatibi, al-Muwafagat..., Juz 1V.., 64

> Abdul Mun’im al-Namr, al-ljtihag (al-Muassah al-Misriyyah al-Sammah li al-Kitab, 1987), 61
* Muhammad Yusuf Musa, Tarikh Figh al-Islamy (Mesir: Dar a-Kitab al-Araby, tt), 13.  Abdul
Wahab Khalaf, Uspbal-Figh (Kairo, Maktabah Da’wah al-Islamiyyah ), 58

% Muhammad Musa Tawana, Al-ljtihag (al-Jumhuriyyah: Dar al-Kutub al-Haditsiyyah), 389
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sendiri.®® Ruang lingkupnya yang demikian luas dan keberadaannya sangat vital
serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan pemikirannya. ®
Interaksi antara nas}}dan al-wagi’ yang bersifat dinamis dan terus menerus inilah
yang mengukuhkan eksistenss dan peran hukum Islam di tengah-tengan
masyarakat dalam mejawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oleh

karena itu keterlibatan konteks sosio kultural dan historis berpengaruh dalam

merumuskan hukum Islam.

Nushs}

Figih

Pembaca (Muijtahid) Bi*ah (al-Wagi*)

Hukum Islam, sebagai sebuah produk ijtihad, diwujudkan melalui proses
berfikir yang sistematik dengan pendekatan dan metode yang tidak tunggal.®?
Pendekatan dan metode ijtihad baik istinbatp>maupun tatbigi, telah dirumuskan

ulama dalam upaya menemukan hukum, baik langsung dari nas}}( maxfiki nas}

maupun yang tidak ditemukan dalilnya (ma3anass fibi).

% Joshep Schacht, Introduction to Islamic Law (Oxford: At The Clarendon Press, 1964), 1

¢ Khaled M Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan. Dari Figh Otoriter ke Figh Otoritati, terj. R Cecep
Lukman Hakim (Jakarta: Serambi, 2004), 1

62 M Hasabillah berdasarkan pendekatannya menawarkan dua macam, yaitu melalui kaidah-
kaidah bahasa dan melalui pengenalan makna. Muhammad Hasabullah, Usyb al-Tashri’ al-
Islamy..., 175. Abu Zahrah membagi menjadi dua yaitu dalatah lafzlyah dan dalatah
ma’nawiyyah. Muhammad Abu Zahrah, Ushbal-Figh..., 115. al-Duwalibi dan Salam Madzkur
memasukkan pendekatan ini dalam penalaran bayani yang membedakannya dengan ta’lik dan
istisfaki. Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi, Al-Madkhab fi>Usybal-Figh (Beirut : dar a-limi a-
Malayin, 1965), 405. Lihat pula Salam madzkur, Al-ljtihag fi>al- Tashri> al-Islamy (Dar a-
Nahdloh al-Arabiyyah, 1984), 42-4
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Dari uraian mengenai hukum Islam dan perangkat epistemologi dan
metodologinya, disadari bahwa untuk memahami pemikiran, sikap dan tindakan
Abdurrahman Wahid, dibutuhkan kerangka teoritis yang sesuai. Untuk hal
tersebut peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis yaitu
teori perubahan hukum Islam dan teori penemuan hukum Islam. Keduanya
penting mengingat Abdurrahman Wahid adalah seorang pemikir muslim progresif
dan dinamis yang pemikirannya cenderung subatantif dan memberikan perhatian

cukup tinggi pada magasid sharizah.

1. Adaptabilitas hukum Islam

Hukum Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang dikonstruksi melalui
proses berfikir sistematis, bersifat dinamis, fleksibel dan terus berkembang
seiring perkembangan sosio kultural dan politik serta pola pikir yang melatar
belakangi.®® Perubahan sosial sebagai konsekwensi dari perubahan zaman dan
berbedaan tempat, menuntut akan ijtihad yang terus menerus. Karena kendatipun
memiliki sifat unversal, hukum Islam bersifat dinamis, dapat beradaptasi dengan
tuntutan ruang dan waktu dan bersifat fleksibel. Fleksibilitas hukum Islam, yang
secara lebih luas dijelaskan dalam teori perubahan hukum, memiliki sifat yang

berbeda antara yang bersifat ta’agquli>(mu’amalah) dan ta’abbudi>(ibadah).

® Terdapat banyak kaidah yang dirumuskan ulama terkait dengan dialektika antara hukum Islam
dan lingkungan sosial masyarakat, di antaranya:
- al-Hukmu yaduru maa al-1llati wujugtan wa adaman.
- al-ljtihagu laxyanqudu bi al-ljtihas. Jalal al-Din as-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nadjkr (
Beirut: Dar al-Fikr, tt), 113
- al-ljtihag qod yataghoyyar . Ibn Qayyim, I’lam al-Muagi’ir ( Beirut: Dar al-Fikr, tt),
Jilid I, 110
- Taghoyyur al-Fatwaxva akhtilafiha bi taghoyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-ahjval
wa al-niyat wa al-awatd . Ibid , Juz 111, 5
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Ulama memberikan ruang yang cukup luas dalam mentolerir dinamika tersebut
pada aspek mu’amalah. Adapun pada aspek ibadah ketentuan hukumnya bersifat
permanen, kecuali terkait dengan prosedur operasionalnya.

Kebutuhan akan perubahan yang disebabkan adanya kesenjangan antara
ideal-normatif dan realitas-historis, dirumuskan dalam terori perubahan hukum
Isam dengan redaks yang beragam. Umar Ibn Khattab, yang dikenal banyak
melakukan reformasi hukum, mengatakan “ Dhaka ma>gadlaina>wa hagha>ma>
naqdli® ( Itu yang telah aku putuskan dan ini keputusanku kini). * Pernyataan
tersebut menunjukkan dua hal penting; pertama ijtihad seseorang dapat berubah;
dan hasil ijtihad yang ke dua tidak dengan sendirinya membatalkan ijtihad yang
pertana®  Berdasarkan atas ijtihad Umar tersebut Jalauddin al-Suyut}

merumuskan suatu kaidah “al-ljtihag lasyanqudb bil ijtihag”.%®

Perubahan hukum yang merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan
manusia dapat terjadi karena beberapa faktor:
- Pertamafaktor ‘illah, hfkmah dan masjahih. Hukum dapat berubah karena
ditemukan atau tidaknya ‘illah dan maslahih yang merupakan dasar
penetapan hukum.®” Mun’im al-Namr, dengan lebih tegas mengatakan,

sekiranya hukum bertahan sebagamana yang sudah ada akan

zJalaluddin as-Suyuthi, Ashbah wa Nazpir (Beirut: Dar a-Fikr), 113
Ibid
% |bn Qayyim, I’lam al-Muagi’ir..,. Jilid I, 110
6" Abdul Wahab Khalaf, UspbFigh..., 66 Subhi Mahmasani, Filsafat Hukum Islam. Terj. Ahmad
Sogjono SH (Bandung al-Ma’arif, Cet. I, 1976), 215
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menimbulkan kesulitan dan bahaya, dan tidak sgjalan dengan prinsip
kemudahan, menolak mashaqgah dan bahaya.®®

- Kedua adalah faktor perubahan adat dan kondisi masyarakat. Walaupun
keberadaannya merupakan dalil yang dipersdisihkan, namun ulama
memberikan perhatian serius terhadap keberadaanya baik terkait dalam
memahami nas}} maupun sesuatu yang tidak dijelaskan dalamnya. al-
Syatbi menjelaskan bahwa shariah datang semata-mata untuk
kemaslahatan manusia. Oleh karena itu wajib untuk mempertimbangkan
adat yang di dalamnya terdapat kemaslahatan, baik ‘awad shar’iyyah
ataupun awasid jariyah yang didiamkan nas$}® Selain adat yang bersifat
permanen, yang mempengaruhi perubahan hukum adalah perubahan
kondiss masyarakat yang sifatnya temporal, seperti kondisi darurat.
Dipertimbangkannya kondis masyarakat tersebut tetap mengacu pada
maslahih dan mafsadah yang merupakan tujuan shara’. Suatu tindakan
yang dimaksudkan mendatangkan kemaslahatan, karena kondis tertentu
dapat berakibat sebaliknya, yaitu mendatangkan kerusakan.

- Faktor lain yang dapat mempengaruhi hukum, adalah niat. Suatu perbuatan
sangat dipengaruhi oleh niat (motif) yang terssmpan dalam hati yang
merupakan ruh perbuatan mukallaf. Sah dan tidaknya suatu perbuatan
bergantung pada niat. Perbuatan yang berdimensi ukhrawi dapat berubah

menjadi duniawi atau sebaliknya karena pengaruh niat.”

68 Mun’im al-Namr, Ijtihag..., 130
% Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat (Beirut : Dar a-Fikr) Jilid 11,196
0 Jalaludin Suyuthi, Ashbak wa an-Nazi..., 9.
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2. Teori penemuan hukum Islam

Produk pemikiran fikih yang sedemikian luas dan beragam didasari
seperangkat metode dan pendekatan yang digunakan dalam memproduk
pemikiran (berkaitan dengan persoalan epistemologi) yang oleh al-Jabiri disebut
nalar teoritis.”* Pendekatan maupun metode ijtihag istinbatj>telah dirumuskan
ulama dalam upaya menemukan hukum, baik langsung dari nas$}( maXfik nas}}
maupun tidak (ma>la>nas$h fik) olen Dawalibi dibedakan menjadi tiga yaitu
kebahasaan, ta’lit>dan istisfah}> Abu zahrah menyederhanakannya menjadi
dalatah lafzlyah dan dalatah ma’na. Dalatah lafzlyah mencakup pendekatan
kebahasaan sedangkan dalatah ma’na>mencakup ta’lik dan istislah}>Hasabillah
menyebut dua macam pendekatan tersebut dengan kaidah-kaidah bahasa dan

pengenalan makna.”

a Pendekatan kebahasaan
Pendekatan kebahasaan yaitu penalaran yang berpijak pada kaidah-kaidah
kebahasaan. Penalaran ini merupakan pilar penting dalam uspbfigh, karena teks
tidak dapat difahami secara baik tanpa memahami karakteristik bahasa Arab

serta konteksnya.”

™ Muhammad Abed al-Jabiri, Takwir al-Aqgl al-Arabi (Beirut: al-Markaz al-Tsagafi al-Arabi,
1991), 26

2 Muhammad Abu Zahrah, Uspbal-Figh..., 115. Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi, Al-Madkhabfi>
Ushbal-Figh (Beirut : dar a-l1lmi al-Malayin, 1965), 405. Lihat pula Salam madzkur, Al-ljtihag fi>
al- Tashri>al-Islamy (Dar al-Nahdloh al-Arabiyyah, 1984) 42-4 M. Muhammad Hasabullah, Uspib
al-Tashri’ al-Islamy..., 175.

™ Jalaludin al-Suyut}, Taisiral-ljtinhet (Makkah: Maktabah Tijariyah), 40. Abdul Wahab K halaf,
limu Uskbal-Figh.., 145-146. Muhammad Abid Al-Jabiri, Bunyah al-Aqli al-Araby (Beirut: al-
Markaz al-Tsaqgafi al-Arabi, 1993) , 23
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Pemahaman melalui penalaran kebahasaan yang meliputi pendekatan
manthg dan mafhum. Pendekatan mantyg adalah upaya memahami melalui
nas}baik ibarah al-nas}} isyarat al-nasyimaupun igtidh> Kesemuanya merupakan
cara memahami nasd}dari segi lafaz} Metode mafhum al-nas}} yaitu pemahaman
atas sesuatu yang tidak disebutkan dalam teks. Pemahaman ini dibedakan
menjadi mafhum al-muwafagah dan mafhum al-mukhatafah. Mafhum al-
muwafagah (disebut juga dalatah al-nas}} fahjva al-khitab atau giyas jaliyadalah
penetapan hukum atas sesuatu yang tidak dijelaskan yang sesuai dengan al-
mantpg, baik menempuh jalan awlawizatau musawi>Mafhum mukhatafah adalah
cara pengambilan hukum atas yang tidak dijelaskan, yang merupakan kebalikan
dari makna mantig, asalkan penjelasan nas}tidak dimaksudkan imtinam, ta’mim
dan aghlabiyyah.™

Pendekatan mafhum al-nas}} dikembangkan untuk mewujudkan tujuan
shara’, sebab kalau pemahaman itu terbatas pada apa yang dapat difahami dari
makna lahirnya saja, maka di samping akan terjadi kesulitan dalam
pelaksanaannya, juga kurang memenuhi tujuan hukum. Pendekatan ini pada
prakteknya berdampingan dengan adat dan kondisi masyarakat dan mempunyai
titik temu dengan metode giyas.”

Pendekatan kebahasaan walaupun memiliki keterikatan dengan nas}}

tetap membutuhkan penggunaan akal yang dapat dilihat dari beberapa hal:

™ a-Shaukani, Irshag al-FuhpbilasTahyiq al-Hag min llm Uskib(Surabaya: Ahmad bin Sa’d al-
Nahban, tt), 179-182

" pengambilan kesimpulan melalui fahva al-khithl dan lahh al-khithe memiliki kesamaan dengan
giyas aulawixlan musawi>Muhamman Abu Zahrah, Uskbal-Figh ..,247
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Bahasa bukanlah sesuatu yang keluar dari konteksnya. Oleh karenanya
keterlibatan adat dalam penafsiran, merupakan sesuatu yang tak
terhindarkan. Pengungkapan suatu lafadz terkadang bersifat mutlak dan tidak
ada kriteria baik dalam shara’ maupun bahasa. Dalam kasus ini penjelasan
lafadz dikembalikan pada urf. Kaidah Fighiyyah mengemukakan “ maxvarada
bihizal-shar’ mutlagan wa la>dabith lah fik wa laxfi al-lughat yurja’ fik ilazal-
urf”.”® Adat juga berperan dalam menbatasi keumuman lafadz.

Nas$}umum terkadang didasarkan pada ’illah yang terkait dengan adat atau
“illah yang dihilangkan adat. Pada keadaan ini adat yang datang setelah nas}}
dipertimbangkan dan dijaga dalam dua hal : (1). Nas}}yang disifati dengan
adat yang berlaku saat turunnya nas}} Ketika adat tersebut berubah maka
hukum yang dijelaskan dalam nas}}turut berubah, seperti pelarangan tas’ip
dengan ’illah mengandung kedzaliman. Dalam ha ini perubahan adat
berpengaruh pada perubahan hukum.(2) Nas3$} yang diillati dengan ’illah yang
dihilangkan adat, baik ’illah tersebut saribfmaupun mustanbathh. Dalam kasus
ini adat dipertimbangkan selagi ’illah dari nas}}ditiadakan olehnya. Pandangan
tersebut sesuai dengan kaidah e 5 1asa s aell an HsnaSall 77

Optimalisasi peran asbab nuzubdan asbab wurug. Keduanya merupakan hal
penting untuk membantu memahami nas}} Karena tidak semua nas}}bersifat
ibtida, tetapi banyak di antaranya, yang terkait dengan hukum, merupakan
respon atau jawaban atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pola ini

selanjutnya dikembangkan melalui pendekatan sejarah (historical approach)

"6 Jalaluddin al-Suyuti, al-Ashbak wa al-Nazir..., 109.
" Musthafa al-Zarga, al-Madkhal fizal-figh al-Am ( Beirut : Dar al-Fikr, 1968) Jilid I, 889
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Pembahasan tentang qat}i dan zanni. Berkaitan dengan persoalan ini
pemikiran masuk pada penentuan manakah yang qat}i dan manakah yang
zanni dan pemahaman atas nas}y}yang bersifat zanni. Menurut al-Syatjbi,
ketentuan usyb figh dan konsep maslahhh adalah gat}i karena digali dari
induksi terhadap nas}}yang zanni.

Masuknya pemikiran juga dapat muncul berkaitan dengan pemahaman
apakah ketentuan nas}itu li al-tahdlig, li al-tagrib, ataukah i al-tartib.
Sebagai ilustrasi adalah pemahaman atas kafarat orang yang melakukan
hubungan badan dengan isterinya pada siang Ramadlan. Ulama, karena
memandang pentingnya kemerdekaan manusia, tetap mengedepankan
kemerdekaan budak walaupun pelaku banyak memiliki budak dan efek

jeranya tidak begitu besar.”

b. Pendekatan makna

Shari’ dalam menetapkan aturan shara’ mengandung illat, htkmah atau

tujuan umum menarik kemaslahatan hamba dan menolak kerusakan baik di dunia

maupun di akhirat.”® Ulama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan

yang dihadapi menggunakan pendekatan ta’lili>yang berpijak pada ’illah dan

pendekatan istisfah} yang berpijak pada hjkmah dan tujuan sharizah.

1) Penalaran ta’lili >

Penalaran ta’lili> sebagai salah satu penalaran hukum Islam dengan

pendekatan makna, adalah suatu upaya penemuan hukum Islam yang didasarkan

8 Abdul Wahab Khalaf, llmu Usbal-Figh..., 87
" Muhammad Salabi, Ta’lib al-Ahkam (Beirut: Dar a-Nahdlah al-Arabiyyah, 1981), 126
Muhammad Hasabullah, Usybal-Tashri’ al-Islami>., 116
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pada ’illah yang terkandung dalam suatu nas}} Ada atau tidaknya hukum dilihat
dari aspek ini. ¥ Apabila ditemukan ’illah pada kasus yang baru, maka hukumnya
dapat ditetapkan (giya® tard). Begitu juga sebaliknya kalau tidak ditemukan
illah pada far’, maka hukum tidak ditetapkan (giyas aksi»®! Penalaran ta’lit
tersebut, dalam implementasinya dapat menggunakan metode giyasatau istih}ar.

Qiya® merupakan metode ijtihad yang karena kejelasan metode dan
akurasinya, mendapat prioritas utama mujtahid. Kitab-kitab uspb figh hampir
tidak pernah melewatkan kajian atas giya> dan ‘illah dengan argumentasi yang
kukuh baik dari al-Qur’an, Sunnah, dan hujjah rasional. Posisi giyasyang asalnya
sebagai seperangkat teoritis yang digunakan para ahli hukum pada
perkembangannya dijadikan sebagai sumber hukum, sehingga secara tidak
langsung menganggapnya sebagai perangkat teoritis yang pasti.82 Al-Jabiri
memasukkan kajian tentang giyas dan problem ‘illah dalam nalar bayani.

Qiyas adalah suatu cara menemukan hukum yang mendasarkan pada
akumulasi ‘illah atas suatu hal yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas}}
(furu’) dengan sesuatu yang ketentuan hukumnya terdapat dalam nas}}(al-as})
Memperhatikan cara kerja tersebut dalam penerapannya membutuhkan beberapa
langkah penting.%®* Pertama, unsur yang sangat penting dari giyas adalah
pembahasan tentang ‘illah, baik secara teoritik maupun aplikasinya. ‘lllah

haruslah jelas, konsisten dan sesuai dengan maslah@h yang memungkinkan

8\\ahbah Zuhaili, Uskibal-Figh (Beirut: Dar al-Fikr) Juz. |, 177-179

8Muhammad Yusuf Musa, Tarikh Figh al-IslamiXDar al-Kitab al-Araby), 55. Lihat Muhammad
bin Husen bin Hasan al-Jizany, Ma’akm Uskbal-Figh Inda Ahli Sunnah wa al-JamaZah ..., 188

8 Y usdani, Asmuni dkk, (ed.), Pribumisasi Hukum Islam. Pembacaan Kontemporer Hukum Islam
di Indonesia (Y ogyakarta. PPs FIAI Ull, 2012), 193

8 Muhammad bin Husen bin Hasan al-Jizany, Ma’alim Ushbal-Figh Inda Ahli Sunnah wa al-
Jama%ah ..., 187
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ditemukannya. Cara ditetapkan ‘illah hukum tersebut dapat digali melalui nusps}
ijmas> dan istinbatl® Langkah kedua, setelah penggalian ‘illah hukum adalah
pemahaman akan permasalahan yang dihadapi (al-wagi’) untuk menemukan ada
atau tidaknya ‘illah sehingga hukumnya dapat ditetapkan (tahjig al-mana®).

Pada tahap tersebut ulama membolehkan penggunaan penalaran, urf atau
observasi. Pada tahap ini pulalah pendekatan multi disipliner dan keterlibatan
ahli pada bidang tertentu di luar ahli fikih dapat dilakukan. Hal penting yang
harus mendapat perharian pada tahap ini adalah suatu permaslahan (furu tidak
selalu memiliki satu sifat yang jelas dan spesifik yang secara langsung dapat
ditetapkan acuannya pada nas}} Tidak sedikit suatu permasalahan memiliki sifat
yang bervariasi, sehingga memerlukan kajian ‘illah mana yang dapat dijadikan
landasan giyas

Hasil kajian pada tahap pertama dan kedua, didiskusikan, sehingga
dimungkinkan ditetapkannya hukum pada al-wagi’, atau meniadakan hukum dari
al-wagi’, tergantung pada ditemukan atau tidaknya kesamaan ‘illah antara asal
dan al-wagi’. Tahap implementasi ini juga dimungkinkannya perubahan hukum,
baik disebabkan oleh pemahaman tentang ‘illah hukum sendiri atau

implementasinya.®

8 Keberadaan illat adakalanya ditunjukkan secara jelas dalam Kitab maupun Sunnah seperti
“iskap’ sebagai illat diharamkannya khamr dan adakalanya dikaji dari isyarat nas$} seprti pencuri
sebagai illat dari hukuman potong tangan. Keberadaan illat juga dapat didasarkan pada ijma’,
seperti illat kecil bagi tetapnya kewalian. Selain bersumber dari nas dan ijma’, illat digali melalui
ijtihad seperti, al-sabru wa al-tagsim, takhripal-manat} tangih}al-manatdan tardu wa shabah,
sehingga illat hukum sebagai dasar dari giyas ditemukan. Abdul Wahab Khalaf, 1Ilm Ushbal-
Figh..., 71-75 Abu Zahrah, Usybal-Figh..., 244

® Hashi Umar, Nalar Figih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Ptress, 2007), 100
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Metode kedua yang menggunakan nalar ta’lili>adalah istihyamr, yang
secara terminologi adalah perpaling dari giyas jali ke giyas khafi karena ada
alasan tertentu, atau mengecualikan maslahah tertentu dari suatu ketentuan
umum, karena didukung oleh nas$} ijma’, urf, dhrurat-atau masjahah.®

Dari definisi pertama jelaslah bahwa, istih¥ar pada dasarnya merupakan
dua kajian analogi (giya®). Kajian yang pertama sangat jelas kesamaannya
dengan asal (jaliy), tetapi kurang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan
masyarakat, sedangkan kajian kedua kurang kuat kesamaannya dengan asal
(khafiy), tetapi sangat kuat relevansinya dengan tuntutannya. Dari realitas
tersebut, nalar mujtahid masuk memberikan pertimbangan dan memilih yang
lebih sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakat, walaupun kesamaannya
dengan asal kurang kuat.®” Jadi istihbar pada dasarnya menguatkan dalil atas
dalil atau mengamalkan dalil yang lebih kuat, bukan menganggap baik
berdasarkan akal semata. Cara kerja demikian kemudian disebut istih¥am qiyasi.

Definisi kedua, mengecualikan maslahah tertentu dari suatu kaidah
umum, karena didukung oleh nas}} ijma’, urf, dhrurat atau maslahah, lebih
mengedepankan pertimbangan mashlahih dari pada giyas, dan karenanya sering
disebut istihyan darur atau mashlah}> Al-Zarga, dengan mempertimbangkan

definisi tersebut membedakan istih(ar menjadi dua, yaitu istih(ar giyasi dan

8 Muhammad Hasabullah, Ushbal-Tashri’ al-Islami ...,169-170.
8" Hasybi Umar, Nalar Figh Kontemporer ..., 108
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istihnyam djruri atau masjah}.2® Ulama lain membedakannya dengan istihyar bi al-

nasp}dan istiham bi al-mas}ahjh.®

2) Istislahi

Memperhatikan problematika yang berkembang yang terus menerus,
”ijtihad” merupakan kata kunci yang harus dilakukan untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi di masyarakat yang terus berkembang tidak
berkesudahan®™. la merupakan kebutuhan mendasar (djrus) bagi umat.*
Shahrastani dalam “’al-Milab wa al-Nihg¥ mengatakan bahwa nas}} baik al-
Qur’an maupn Hadis sudah selesai seiring dengan wafatnya Nabi (tatanahi),
namun permasalahan yang terjadi di tengah-tengan masyarakat tidak
berkesudahan (latatanaki), oleh karenaitu ijtihad sebagai upaya untuk menjawab
permasal ahan tersebut harus terus dul akukan.

Mengacu pada pembagian Syatibi ijtihad dilakukan dalam rangka

menemukan hukum (ijtihad istinbat}> dan menerapkannya dalam realitas

masyarakat (tatbigi). Ijtihad istinbatj>baik pendekatan maupun metode telah

8 Musthafa Ahmad Al-Zarga, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terj. Ade Dede Rohayana
(Jakarta:Riora Cipta, 2000), 17

% Muhammad bin Husen bin Hasan al-Jizany, Ma’atim Uspbal-Figh Inda Ahli Sunnah wa al-
JamaZah..., 236

% Muhammad Yusuf Musa, Tarikh Figh al-Islamy (Mesir: Dar a-Kitab al-Araby, tt), 13 Abdul
Wahab Khalaf, Uspbal-Figh (Kairo, Maktabah Da’wah al-Islamiyyah ),. 58

**Abdul Mun’im al-Namr, al-ljtihag..., 61

% Syahrastani, Al-Milal wa an-Nihjl (Beirut : Dar al-Fikr), 200. Lihat Pula Yusuf Musa, Tarikh
al-Figh al-Islamy..., 17



dirumuskan ulama baik secara langsung dari nas}}( ma>fiki nas} maupun yang
tidak ditemukan dalilnya (ma#anash fiki).*

Istisfaht suatu penalaran hukum Islam yang mengacu pada tujuan
shariah, menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan baik di dunia maupun di
ahirat.** Keseluruhan dari hukum Islam adalah masjahph dan keadilan Allah di
antara hamba-Nya. Setiap ketentuan shari*ah ujungnya adalah hjkmah, rahinah
dan masjahjh. Kewagiban dan larangan Allah semata-mata dikarenakan
kemaslahatan hamba yang terkandung di dalamnya baik di dunia maupun di
akhirat. %

Maslah@ih dalam penerapannya dibedakan menjadi tiga skala prioritas
yang saling melengkapi. Pertama, daruryyatyang harus ada demi kelangsungan
hidup manusia, yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,
yang merupakan hak dasar yang kalau tidak terpenuhi maka kehidupan akan
terganggu. Prioritas kedua adalah hgjiyyat (kebutuhan-kebutuhan). Prioritas ini
tidak termasuk essensial, melainkan kebutuhan-kebutuhan yang dapat
menghindarkan dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpenuhinya hgjiyyat
tidak akan mengancam essensi kelima pokok tersebut, tetapi menimbulkan

kesulitan pada manusia. Sedangkan prioritas ketiga, tah}iriyyat; kebutuhan

% Muhammad Abu Zahrah, Ushbal-Figh...,115. Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi, Al-Madkhab fi>
Ushb al-Figh.., 405. Lihat pula Salam madzkur, Al-ljtihag fi>al- Tashri>al-Islamy..., 42-4 M.
Muhammad Hasabullah,Uskbal-Tashri’ al-Islamy...,175.

% |zzudin 1bn Abd al-Salam memberikan uraian cukup luas mengenai konsep maslahah dan
mafsadah dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam limashtth al-Anam. Abu Zahrah, Ushul al-Figh...,
377. Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul al-Figh.., 83. Syatibi, al-Muafagat:., uz I1, 1

% |bidjuz I, 14
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untuk menunjang peningkatan martabat manusia, baik dalam kehidupan
masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.%

Dalam perkembangannya kajian terhadap magasjd dibedakan dalam dua
hal, yaitu sebagai doktrin dan sebagai metode istinbat}’’ Pertama, kajian tentang
magasjd diarahkan untuk mengetahui bagaimana cara magas}d sharizah
dirumuskan. Terkait dengan hal tersebut ulama menetapkannya melalui beberapa
media yaitu al-Qur’an, Sunnah, Istigra> dan ma’quk Dari keempat media
tersebut, menurut Ibn Asyur dan juga Syatibi, metode istigra>yang lebih utama.
Sedangkan yang kedua (sebagai metode) berkaitan dengan bagaimana cara kerja
menggunakan magas}d sebagai pendekatan untuk memecahkan permasalahan
yang dihadapi. al-Rayshuni, sebagaimana dikutip Imam Mawardi,
mengemukakan empat panduan berijtihad dengan menggunakan pendekatan
magasid, yaitu (1) teks dan dan aturan hukum tidak terpisah dari tujuannya, (2)
mengkombinasikan prinsip-prinsip universal dengan dalil yang digunakan untuk
kasus tertentu, (3) mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan, dan (4)
mempertimbangkan hasil akhir.*® Di samping sebagai doktrin atau konsep dan
sebagai pendekatan dan metode dalam melakukan istinbat} Yudian
menambahkan urgensi menjadikan maslahjh sebagai pendekatan dalam

melakukan kajian terhadap pemikiran seseorang atau institusi tertenu.”

% bid, juz I1, 4-9

" |mam Mawardi, Figh Minoritas (Y ogyakarta: LKiS, 2012), 208

% Ibid, 220

% Y udian Wahyudi, Maqgas}d Shari’ah dalam Pergulatan Politik (Y ogyakarta: Pesantren Nawesea
Press, 2007), 28
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H. Metode Penelitian
1. Jenis dan sumber data

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library reseach), yaitu studi
yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang relevan kemudian dianalisis
muatan isinya. Penelitian ini melihat pemikiran Abdurrahman Wahid sebagai
fakta sosial yang akan diamati, dideskripsikan, dianalisis dan disimpulkan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang memadai atas pemikiran fikih
Abdurrahman Wahid, diperlukan penelusuran informasi yang tidak sederhana. Di
samping ia tidak menulis teori secara utuh tentang hukum Islam, juga karena
gagasan-gagasan tersebut tersebar dalam berbaga artikel yang tidak selau
bertemakan hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan melakukan kajian atas
sumber-sumber pustaka baik sumber primer maupun sekunder.

a.  Sumber primer
Data primer dalam pendlitian ini adalah karya-karya Abdurrahman
Wahid yang terkait langsung dengan permasalahan fikih dan karya-karyanya
yang lain yang memiliki relevansi dengan pemikiran fikih. Untuk melengkapi
data yang dibutuhkan ditambahkan pula karya-karya yang mengkaji
Abdurrahman Wahid dari berbagai aspeknya.
b. Sumber sekunder
Data skunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang
berkaitan dengan usyb figh dan kaidak-kaidah fighiyyah seperti kitab-kitab
uskbfigh bak klasik maupun kontemporer, kitab-kitab gawa*d fighiyyah dan

kitab-kitab lain yang memiliki keterkaitan baik dengan materi pembahasan
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maupun metodologinya seperti al-milal wa al-nihjl, Takwir al-Aqgl al-Arabi>
dan lain-lain.

Data-data yang tersebar dalam berbagai sumber tersebut dikumpulkan
dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan reduksi
data untuk mendapatkan data yang lebih fokus dengan rumusan masaah yang
akan dijawab. Setelah seleksi data selesai, kemudian dilakukan proses deskripsi,
yakni menyusun data dalam bentuk narasi.

2. Pendekatan

Penelitian ini berfokus pada pemikiran fikih Abdurrahman Wahid sebagai
obyek pembahasannya. Pemikiran pada penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai
kumpulan produk pemikiran semata (majmuzat al-fikr), tetapi dimaksudkan
sebagal nalar teoritis yang menurut al-Jabiri diartikan sebagal seperangkat metode
dan pendekatan yang digunakan dalam memproduk pemikiran (berkaitan dengan
persoalan epistemologi).®® Dengan memperhatikan hal tersebut penelitian ini
menggunakan pendekatan filsafat dan sosio historis. Pendekatan filsafat yang
dalam kajian fikih terwakili olen ushbfigh dan magasid shari*ah ini memberikan
penekanan pada struktur fundamental dan ide-ide dasar dari pemikiran tersebut™™,
sehingga diharapkan dapat menemukan landasan epistemologis pemikiran fikih
Abdurrahman Wahid yang tertuang dalam banyak karyanya.

Sedangkan pendekatan sosio historis digunakan untuk merunut akar-akar
historis mengapa pemikiran tersebut muncul, karena pemikiran, penafsiran dan

praktek suatu agama tidak dapat terhindar dari keterkaitannya dengan tradisi,

100 Muhammad Abed al-Jabiri, Takwir al-Agl al-Arabi.., 26
101 Amin Abdullah, Sudy Agama: Normativitas dan Historisitas (Y ogyakarta : Pustaka Pelgjar,
1996), 285
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kondisi masyarakat tertentu. Pemikiran Abdurrahman Wahid yang tersebar dalam
berbagai media dan buku merupakan hasil interaks dengan reditas dan
problematika masyarakat yang dihadapi, sehingga dibutuhkan pemahaman atas
latar belakang sosio historis yang melingkupinya.

3. Tehnik analisis data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan
untuk menemukan gambaran secara utuh kerangka epistemologi fikih yang
melandasi pemikirannya. Adapun metode yang digunakan metode deskriptif,
kontent analisis dan hermeneutik.

Metode desriptif dilakukan untuk menemukan gambaran utuh konstruksi
epistemologi fikih Abdurrahman Wahid. Metode deskriptif dalam peneliti ini
dilakukan dalam duatahap yaitu 1) peneliti menginterpretasikan dan menganalisis
pemikirannya pada tema-tema khusus dan kemudian berusaha mengenali
pandangan fundamental yang mendasari apa yang menjadi pokok persoaanya. 2)
Setelah membuat deskripsi terhadap tema-tema khusus secara parsial, peneliti
melalui  kerja induktif mendeskripsikan kerangka umum yang mendasari
pemikirannya (pada bab iv). Pada tahap ini dilakukan interpretasi atas semua
konsep dan aspek-aspek pemikiran menurut keselarasannya satu sama lain,
sehingga dapat ditemukan benang merah dari pemikiran fikihnya.

Bak tahap pertama maupun kedua digunakan pula metode konten analisis
dan hermeneutik. Konten Analisis digunakan untuk memperoleh pemahaman is
pesan yang disampaikan sumber data dan dianalisis secara sistematik. Sedangkan

hermeneutik digunakan dalam dua aspek. Pertama untuk memahami bagaimana
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Abdurrahman Wahid memahami teks baik nas}} maupun pendapat fugaha dan
untuk memahami dan menafsirkan pemikiran fikihnya sendiri.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat
mengungkap dan menemukan konstruk pemikiran fikih Abdurrahman Wahid.
Kemudian untuk menemukan konstribus apa yang dapat diberikan untuk
mengembangkan pemikiran hukum Islam di Indonesia, selain menggunakan
metode-metode tersebut, juga menggunakan metode komparatif. Metode ini
digunakan untuk membandingkan pemikiran Abdurrahman Wahid dengan

tawaran-tawaran yang diberikan oleh pemikir lain.

|. Sistematika Pembahasan

Daam rangka menjawab permaslahan yang telah dikemukakan, penulis
menyusun sistematika pembahasan penelitian ini dalam lima bab.

Bab pertama, pendahuluan, merupakan pengantar untuk memasuki
pembahasan selanjutnya. Dalam bab ini diuraikan tentang problem akademik
yang melatar belakangi munculnya masalah dan alasan kenapa masalah tersebut
penting yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan pendlitian. Selanjutnya dalam bab ini dijelaskan tentang berbagai
penelitian terdahulu untuk memposisikan penelitian ini di antara peneliti-peneliti
yang sudah ada. Pada bab ini juga dijelaskan metode pembahasan dan
sistematikanya

Bab kedua membicarakan pokok-pokok pemikiran fikih  Abdurrahman

wahid dan latar belakang sosio historis dan perjalanan intilektualnya. Bagian
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pertama Bab ini berbicara tentang biografi Abdurrahman Wahid, karya-karya dan
pemetaannya. Bagian kedua membicarakan tentang pemikirannya tentang hukum
Islam, lima konsep dasar dan pribumisasi hukum Islam. Dengan demikian bab ini
diharapkan mampu menjadi pijakan dan pengantar untuk kajian selanjutnya yang
lebih spesifik dan mendalam.

Bab ketiga membicarakan tentang ijtihad Abdurrahman Wahid dalam
menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi. Bagian pertama bab ini
membicarakan tentang negara pancasila yang dilandasi oleh pemikiran relasi
agama dan negara yang bermuara pada wajib tidaknya mendirikan negara Islam.
Sub bab kedua membicarakan tentang deformalisass hukum Islam sebaga
kelanjutan dari pandangannya tentang negara Islam. Bagian ketiga dan
selanjutnya membicarakan tentang kedudukan perempuan dalam Islam,
problematika penarapan hukum pidana Islan dalam konteks negara bangsa
Indonesia, dan fikih ibadah.

Bab keempat mengkaji kerangka teoritis pemikiran fikih Abdurrahman
Wahid yang mendasari banyak pemikiran dan tindakannya. Pertama bab ini
membicarakan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hukum Islam yang
meliputi karakteristik hukum Islam. Bagian kedua membicarakan tentang
konstrukss magastd shariahnya. Bagiam berikutnya membicarakan tentang
kerangka epistemologi hukum Islam yang meliputi metode pengembangan hukum
Islam terutama terkait dengan upaya pribumisasi hukum Islam. Pada bagian akhir
bab ini dibicarakan bagaimana konstribusinya bagi pengembangan hukum di

Indonesia ke depan.
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Bab terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikas

teoritik, rekomendasi dan kata penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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J. KerangkaTeori
Hukum Islam, merupakan representasi pemikiran Islam, manifestasi
paling has dari pandangan hidup Islam dan merupakan intisari dari Islam itu
sendiri.’®? Ruang lingkupnya yang demikian luas dan keberadaannya sangat
vital serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan
pemikirannya. *** Secara terminologi, hukum Islam (figh) adalah ilmu tentang
hukum-hukum syari’ah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang

d.1%*  Definisi

bersumber dari dalil-dalil terperinci melalui proses ijtiha
tersebut menunjuk beberapa hal penting, pertama tidak terhitung sebagai
hukum Islam kecuali disandarkan pada sumber-sumber syara’; kedua sebagian
besar hukum-hukum cabangnya dibangun melalui ijtihad; dan Kketiga
kontruksi hukum Islam yang dibangun melalui proses ijtihad tersebut
merupakan sebuah ilmu.

Hukum Islam, sebagaimana definisi tersebut, di dalamnya memiliki
sifat (1) hukum Islam bersifat ilahi sekaligus wad’i; (2) Hukum Islam bersifat
absolute, tetapi sekaligus relative; (3) Hukum Islam bersifat universal dan

abadi sekaligus local dan sementara; dan (4) Hukum Islam bersifat harfiyyah

sekaligus maknawiyyah.'® Sifat-sifat tersebut di samping menjelaskan

192 3oshep Schacht. Introduction to Islamic Law... h. 1

103 Khaled M Abou El-Fadl. Atas Nama Tuhan. Dari Figh Otoriter ke Figh Otoritatif. (Jakarta:
Serambi, 2004) h. 1

104 Abu Zahrah. UshibFigh. (Mesir: Dar a-Fikr al-Araby) h 6. Subhi Nahmasani. Al-Mabadti al-
Syar’iyyah wa al-Qaneniyyah. ( Beirut : Dar a-1lmi al-Malayin, 1967) h,9.

% Yudian Wahyudi. Magahid Syari’ah dalam Pergumulan Politik. (Yogyakarta: Pesantren
Newesea Press, 2007) h. 26-27. Senada dengan uraian Yudian adalah Atho Mudzhar. la
mengemukakan empat pasang karakter Hukum Islam, yaitu wahyu-akal; kesatuan-keragaman;
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bahwa terdapat nilai-nilai yang tetap dan berubah dalam hukum Islam, juga
memberikan arah setiap perkembangan hukum Islam.

Walaupun bersumber dari wahyu yang suci, hukum Islam lahir dan
berkembang seiring dengan latar belakang sosio historis yang bervariasi.
Dalam perumusannya setiap pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah
hasil interaksi antara sumber-sumber hukum yang bersifat ilahiyyah, nilai-
nilai universal dan prinsip-prinsip shari’ah, yang disebut magasid sharizah,
mahsin shari*ah atau asrap shari*ah, dengan permasalahan yang dihadapi
mujtahid dan lingkungan sosialnya.

Interaksi antara nas}dan al-wagi’ yang bersifat dinamis dan terus
menerus inilah yang mengukuhkan eksistenss dan peran hukum Islam di
tengah-tengan masyarakat dalam mejawab permasalahan-permasalahan yang
dihadapi. Oleh karena itu keterlibatan konteks sosio kultural dan historis

berpengaruh dalam merumuskan hukum Islam.

Nushs}

Figih

Pembaca (Mujtahid) Bi‘ah (al-Wagi*)

idealistik-realistik; dan stabilitas dan perubahan M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad.
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press. Cet. 11, 2000), h. 97-100. Bandingkan juga dengan thesis N J
Coulson yaitu Wahyu dan akal; Otoritas dan Kebebasan; Idealisme dan Realisme; hokum dan
moralitas; dan stabilitas dan perubahan. N J Coulson. Conflik dalam Yurisprudensi Islam.

106 M. Atho Mudzhar. Membaca Gelombang ljtihad. (Yogyakarta: Titian llahi Press., 2000) h.
103-104



Hukum Islam, sebagai sebuah produk ijtihad, diwujudkan melalui
proses berfikir yang sistematik dengan pendekatan dan metode yang tidak
tunggal.'” Pendekatan dan metode ijtihad baik istimbat}>maupun tatbizi,
telah dirumuskan ulama dalam upaya menemukan hukum, baik langsung dari
nas} ma3fiki nas} maupun yang tidak ditemukan dalilnya (ma3asnassa fiki).

Dari uraian mengenai Hukum Islam dan perangkat epistemologi dan
metodologinya, disadari bahwa untuk memahami pemikiran, sikap dan
tindakan Abdurrahman Wahid, dibutuhkan kerangka teori yang sesuai. Untuk
hal tersebut peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua kerangka teori
yaitu teori perubahan hukum Islam dan teori magasid syari’ah. Keduanya
penting mengingat Abdurrahman Wahid adalah seorang pemikir muslim
progresif dan dinamis yang pemikirannya cenderung subatantif dan

memberikan perhatian cukup tinggi pada magasid syari’ah.

1. Adaptabilitas Hukum Islam
Hukum Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang dikonstruksi
melalui proses berfikir sistematis, bersifat dinamis, fleksibel dan terus

berkembang seiring perkembangan sosio kultural dan politik serta pola

97 M Hasabillah berdasarkan pendekatannya menawarkan dua macam, yaitu melalui kaidah-
kaidah bahasa dan melalui pengenalan makna. Muhammad Hasabullah. Usyb al-Tashri’ al-
Islamy... h. 175. Abu Zahrah membagi menjadi dua yaitu dalatah lafzjyah dan dalakah
ma’nawiyyah. Muhammad Abu Zahrah. Uspbal-Figh...h. 115. al-Duwalibi dan Salam Madzkur
memasukkan pendekatan ini dalam penalaran bayani yang membedakannya dengan ta’lik dan
istisfaki. Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi. Al-Madkhabfi>Uspbal-Figh. (Beirut : dar a-limi al-
Malayin, 1965) h. 405. Lihat pula Salam madzkur. Al-ljtihag fi>al- Tashri>al-Islamy. (Dar a-
Nahdloh al-Arabiyyah, 1984) h. 42-4
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pikir yang melatar belakangi.’® Perubahan sosial sebagai konsekwensi
dari perubahan zaman dan berbedaan tempat, menuntut akan ijtihad yang
terus menerus. Karena kendatipun memiliki sifat unversal, hukum Islam
bersifat dinamis, dapat beradaptasi dengan tuntutan ruang dan waktu dan
bersifat fleksibel. Fleksibilitas hukum Islam, yang secara lebih luas
dijelaskan dalam teori perubahan hukum, memiliki sifat yang berbeda
antara yang bersifat ta’aqquli>mu’amalah) dan ta’abbudi>(ibadah) '%.
Ulama memberikan ruang yang cukup luas dalam mentolerir dinamika
tersebut pada aspek mu’amalah. Adapun pada aspek ibadah ketentuan
hukumnya bersifat permanen, kecuali terkait dengan prosedur
operasionalnya.

Kebutuhan akan perubahan yang disebabkan adanya kesenjangan
antara ideal-normatif dan realitas-historis, dirumuskan dalam terori
perubahan hukum Islam dengan redaksi yang beragam. Umar Ibn Khattab,
yang dikenal banyak melakukan reformasi hukum, mengatakan “ Dzaka ma>

gadlaina>wa hagiza>ma>naqdli2 ( Itu yang telah aku keputusan dan ini

keputusanku kini). *® Pernyataan tersebut menunjukkan dua hal penting;

198 Terdapat banyak kaidah yang dirumuskan ulama terkait dengan dialektika antara hukum Islam
dan lingkungan sosial masyarakat, di antaranya:

-al-Hukmu yaduru maa al-1llati wujuglan wa adaman.

-al-ljtihagtu laxyanqudu bi al-ljtihag. Jalal a-Din as-Suyuthi. Al-Asybah wa al-Nadjk. (
Beirut: Dar a-Fikr, tt) him. 113

-al-ljtihagt qod yataghoyyar . Ibn Qayyim, I’lam al-Muagi’ir. ( Beirut: Dar al-Fikr, tt)
Jilid 1, him. 110

- Taghoyyur al-Fatwaxva akhtilafiha bi taghoyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-ahyval
wa al-niyat wa al-awakd 1bn Qayyim, I’lam al-Muagi’ir. ( Beirut: Dar al-Fikr, tt) Juz Ill,
him. 5

199 v ysuf Musa. Tarikh al-Figh al-Islamy.
10 pernyataan yang dikemukakan berkaitan dengan jawaban Umar atas pertanyaan tentang hak
waris seorang kakek, di mana Umar menetapkan tidak adanya musytarakah (pembagian bersama-
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pertama ijtihad seseorang dapat berubah; dan hasil ijtihad yang ke dua
tidak dengan sendirinya membatalkan ijtihad yang pertama'*
Berdasarkan atas ijtihad Umar tersebut Jalaluddin  as-Suyuthi
merumuskan suatu kaidah “al-ljtihag la>yanqudlu bil ijtihag” (ljtihad
tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru).**
Rumusan perubahan hukum Islam juga dapat ditemukan dalam
beberapa kaidah yang dirumuskan ulamayang di antaranya adalah : ***
Loxe 5 lasa s dlall pa )50 oSl i
) gall g il 5 ) V) 5 SR 5 Ak VI yad s L8R 5 (5 58 i i
Gla Y yaay Al s S5 Y i

Al gall Ao A5 fdl AlSaY) aea i gy v

Perubahan hukum yang merupakan upaya mewujudkan
kemasl ahatan manusia dapat terjadi karena beberapa faktor:
Pertama faktor illat, hikmah dan maslahah. Hukum dapat

berubah karena ditemukan atau tidaknya illat dan mashlahah yang

sama) pada putusan pertama dan dengan musytarakah pada keputusan ke dua Jalaluddin as-
Suyuthi, Asybah wa Nadzair. (Beirut: Dar al-Fikr), h. 113
11 Jalaluddin Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nadza’ir. (Beirut : Dar a-Fikr) Juz I, him. 113. Selain
pendapat Umar ditemukan juga pendapat ulamayang lain :
- Umar bin Abdul Aziz menyatakan “Pada masa nabi hadiah itu adalah hadiah,
tetapi di masa sekarang hadiah itu termasuk suap.
- Abu Yusuf : Suatu nash yang dahulu dasarnya adat akan lenyap, maka gugur
pula ketentuan hukumnya. Mahmasani, Filsafat Hukum Islam, h. 232-233
- Izzuddin Ibn Abdi Salam Semua perintah dan larangan pada hakekatnya untuk
kepentingan manusia dunia akhirat. 1zzuddin Ibn Abdi Salam, Qawaid al-Ahkam li
Mashalih al-Anam. h. 3
- Muhammad Abduh : Nash yang benar akan selalu sejalan dengan akal budi yang
jernih. Muaawir Sadzali, |jtihad Kemanusiaan, h. 37
12 1bn Qayyim, I’lam al-Muagi’in. Jilid I, h. 110
113 Ibid, Juz. I11, h. 5, 62
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merupakan dasar penetapan hukum.*** Mun’im al-Namr, dengan lebih
tegas mengatakan, sekiranya hukum bertahan sebagaimana yang sudah
ada akan menimbulkan kesulitan dan bahaya, dan tidak sgalan dengan
prinsip kemudahan, menolak masyagat dan bahaya'™®> Keputusan Umar
seperti tidak diberikannya bagian muallaf, dan tidak dibagikannya harta
rampasan perang, tidak berarti mengabaikan nash, tetapi justru untuk
mewujudkan tujuan ditetapkannya hukum.

Kedua adalah faktor perubahan adat dan kondisi measyarakat.
Walaupun keberadaannya merupakan dalil yang diperselisihkan, namun
ulama memberikan perhatian serius terhadap keberadaanya baik terkait
dalam memahami nash maupun sesuatu yang tidak dijelaskan dalam nash.
Syatibi menjelaskan bahwa syari’at datang semata-mata untuk
kemaslahatan manusia. Oleh karena itu wajib untuk mempertimbangkan
adat yang di dalamnya terdapat kemaslahatan, balk awa’id Syar’iyah
ataupun awa’id jariyah yang didiamkan nash. Hukum syara’ berbeda
karena berbedanya adat.**°

Selain adat yang bersifat permanen, yang mempengaruhi
perubahan hukum adalah perubahan kondisi masyarakat yang sifatnya
temporal, seperti kondisi dlarurat. Dipertimbangkannya kondisi
masyarakat tersebut tetap mengacu pada maslahah dan mafsadah yang

merupakan tujuan syara’. Suatu tindakan yang dimaksudkan

14 Abdul Wahab Kholaf. UshbFigh. h. 66 Subhi Mahmasani. Filsafat Hukum Islam. Terjemah.
Ahmad Sogjono SH. (Bandung al-Ma’arif, Cet. I, 1976), h. 215

115 Mun’im al-Namr, ljtihag. (al-Muassah a-Misriyyah al-Sammah li al-Kitab, 1987) h. 130

18 Asy-Syatibi, Al-Muaffagat. (Beirut : Dar a-Fikr) Jilid 11, h. 196
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mendatangkan kemaslahatan, karena kondis tertentu dapat berakibat
sebaliknya, yaitu mendatangkan kerusakan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hukum, adalah niat. Suatu
perbuatan sangat dipengaruhi oleh niat (motif) yang tersimpan dalam hati
yang merupakan ruh perbuatan mukallaf. Sah dan tidaknya suatu
perbuatan bergantung pada niat. Perbuatan yang berdimensi ukhrawi

dapat berubah menjadi duniawi atau sebaliknya karena pengaruh niat.*’

2. Magasid Syari’ah
Memperhatikan problematika yang berkembang yang terus
menerus, "ijtihad” merupakan kata kunci yang harus dilakukan untuk
mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat yang terus

18 1a merupakan kebutuhan mendasar

berkembang tidak berkesudahan
(dloruri) bagi umat."® Shahrostani dalam ’al-Milab wa al-Nihj¥
mengatakan bahwa nas}baik Qur’an maupn Hadis sudah selesai seiring

dengan wafatnya Nabi (tatanaki), namun permasalahan yang terjadi di

tengah-tengan masyarakat tidak berkesudahan (la>tatanahki), oleh karena

"adits ini diriwayatkan oleh Imam enam dan lainnya Walaupun Imam Malik tidak
memasukannya dalam Muatho’. Hadits tersebut mendapat peerhatian cukup besar dari kalangan
Ulama. As-Syafi’i, Ahmad bin Hambal, Abu Daud Ibn Mahdi, Darokutni menyatakan bahwa
hadits niat ini mencakup sepertiga ilmu. Ada yang mengatakannya seperempat ilmu. Keberadaan
hadits tersebut juga dikuatkan dengan beberapa hadits lain yang mempunyai penekanan yang
sama, krusialnya niat terhadap perbuatan. Riwayat tersebut antara lain hadits “tidak ada amal bagi
orang yang tidak memiliki niat”, “niat orang mukmin (tanpa amal), lebih baik dari amalnya
(tampa niat)”, dan “Manusia dibangkitan dari kubur berdasarkan niat mereka” Jalaludin Suyuthi,
Asybah wa an-Nadzair. h. 9.

118 gyahrostani. Al-Milal wa al-Nihal. Lihat juga Muhammad Yusuf Musa, Tarikh Figh al-Islamy.
(Mesir: Dar a-Kitab al-Araby, tt)h 13 Ibn Rusyd. Bidayat al-Mujtahid. (Beirut Dar al-Fikr , tt) h.
Abdul Wahab Khalaf. Uskbal-Figh. (Kairo, Maktabah Da’wah al-Islamiyyah ) h. 58

"Apdul Mun’im a;-Nanr. al-ljtihag. .. h. 61
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itu ijtihad sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut harus
terus dulakukan.™®

Mengacu pada pembagian Syatibi ijtihad dilakukan dalam rangka
menemukan hukum (ljtihad istimbatp>dan menerapkannya dalam realitas
masyarakat (tatbigi). Ijtihad istimbat}>baik pendekatan maupun metode
telah dirumuskan ulama baik secara langsung dari nas}( ma>fiki nas)
maupun yang tidak ditemukan dalilnya (ma>la>nas3 fiki). Metode
istimbath hukum menjadi tiga yaitu bayari, ta’lik dan istislah}. Abu
zahrah dan Hasabillah menyederhanakannya menjadi dalalah lafdziyah
dan dalalah ma’na.'**

Istisfab} suatu penalaran hukum Islam yang mengacu pada tujuan
syara’, menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan baik didunia
maupun di ahirat.’?* Keseluruhan dari hukum Islam adalah maslahah dan
keadilan Allah di antara hamba-Nya. Setiap ketentuan syari’ah ujungnya
adalah hikmah, rahmah dan maslahah. Kewagjiban dan larangan Allah
semata-mata dikarenakan kemaslahatan hamba yang terkandung di
dalamnya baik di dunia maupun di akhirat. Setiap masalah yang yang

keluar dari hal tersebut bukanlah syari’ah. '

120 syahrastani, Al-Milal wa an-Nihjl. (Beirut : Dar a-Fikr), him. 200. Lihat Pula Yusuf Musa.
Tarikh al-Figh al-Islamy. h 17

121 Muhammad Abu Zahrah. Ushibal-Figh. h. 115. Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi. Al-Madkhabfi>
Ushbal-Figh. (Beirut : dar al-1lmi al-Malayin, 1965) h. 405. Lihat pula Salam madzkur. Al-ljtihag
fizal- Tashri>al-Islamy. (Dar a-Nahdloh a-Arabiyyah, 1984) h. 42-4 M. Muhammad Hasabullah.
Ushbal-Tashri’ al-Islamy. h,175.

122" zzudin 1bn Abd al-Salan memberikan uraian cukup luas mengenai konsep maslahah dan
mafsadah dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam limashtth al-Anam. Abu Zahrah, Ushul al-Figh. h.
377. Abdul Wahab Khalaf. Ilm Ushul al-Figh h. 83. Syatibi. al-Muafagat. Juz I1, h. 1

123 gyatibi. al-Muafagat. (Beirut: dar al-Fikr, tt) Juz 11, h h. 14
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Maslahih dalam penerapannya dibedakan menjadi tiga skala
prioritas yang saling melengkapi. Pertama, daruriyyat (kemestian-
kemestian dan keharusan-keharusan) yang harus ada demi kelangsungan
hidup manusia, yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta, yang merupakan hak dasar yang kalau tidak terpenuhi maka
kehidupan akan terganggu. Prioritas kedua adalah hjjiyyat (kebutuhan-
kebutuhan). Prioritas ini tidak termasuk essensial, melainkan kebutuhan-
kebutuhan yang dapat menghindarkan dari kesulitan dalam
kehidupannya. Tidak terpenuhinya hajiyyat tidak akan mengancam
essensi kelima pokok tersebut, tetapi menimbulkan kesulitan pada
manusia. Sedangkan prioritas ketiga, tah}iriyyat; kebutuhan untuk
menunjang peningkatan martabat manusia, baik dalam kehidupan
masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.**

Dalam perkembangannya kajian terhadap maqosid dibedakan
dalam dua hal, yaitu sebagai doktrin dan sebagai metode istimbat.'?®
Pertama, kajian tentang magasid diarahkan untuk mengetahui bagaimana
cara magoshid Syari’ah dirumuskan. Terkait dengan hal tersebut ulama
menetapkannya melalui beberapa media yaitu Qur’an, Sunnah, Istigra’
dan ma’qul. Dari keempat media tersebut, menurut Ibn Asyur dan juga
Syatibi, metode istigra’ yang lebih utama. Sedangkan yang kedua
(sebagai metode) berkaitan dengan bagaimana cara kerja menggunakan

magashid sebagai pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang

124 Shatibi. al-Muafagat. Jilid 11, 4-9
125 |mam Mawardi. Figh Minoritas. (Yogyakarta: LKiS, 2012) h. 208
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dihadapi. al-Rayshuni, sebagaimana dikutip Mawardi, mengemukakan
empat panduan berijtihad dengan menggunakan pendekatan maqasid,
yaitu (1) teks dan dan aturan hukum tidak terpisah dari tujuannya, (2)
mengkombinasikan  prinsip-prinsip  universal dengan dalil yang
digunakan untuk kasus tertentu, (3) mencapai kemaslahatan dan
mencegah kerusakan, dan (4) mempertimbangkan hasil akhir.*?®
Di samping sebagai doktrin atau konsep dan sebagai pendekatan
dan metode dalam melakukan istimbat, Yudian menambahkan urgensi
menjadikan mashlahah sebagai pendekatan dalam melakukan kajian
terhadap pemikiran seseorang atau institusi tertentu. Di sini maslahah
bukan dimaksudkan untuk mengkaji konsep atau doktrin tetapi bersama-
sama dengan teori adaptabilitas Hukum Islam, maslahah dijadikan
sebagai landasan terori, pendekatan dan metode untuk mencandra
pemikiran Abdurrahman Wahid yang bertebaran dalam berbagai
artikel.**” Kajian dimaksud pada akhirnya bukan untuk menguji benar
dan salahnya, tetapi memahami nalar hukum yang mendasarinya.
Fikih Hukum Islam yang diderifas dari agama menempati posisi
penting dan merupakan inti dari gjaran Islam itu sendiri.**® Ruang lingkupnya
demikian luas, meliputi bidang yuridis dan soal-soa ritual keagamaan, etika,

estetika, perdata, kenegaraan, dan tata kehidupan dalam Islam.**

128 | mam Mawardi. Figh Minoritas. (Y ogyakarta: LKiS, 2012) h. 220

27 yudian Wahyudi. Magasjd Shari’ah dalam Pergulatan Politik. (Yogyakarta: Pesantren
Nawesea Press, 2007) h. 28

128 Joshep Schacht. Introduction to Islamic Law. terj. M Said (Jakarta: Dirjen Binbaga, 1985), 1
129 Abdurrahman Wahid. .Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan. Dalam
Islam Kosmopolitan. (Jakarta: The Wahid Institut, 2007), 46.



52

Terdapat dua term yang memiliki keterkaitan dengan hukum Islam yaitu
syari’at dan fikih. Keduanya waaupun memiliki keterkaitan yang kuat,
memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Ruang lingkup syari’at lebih luas
dari fikih; syari’at lebih menekankan aspek wahyu dan fikih lebih
menekankan penalaran, syari’at merupakan perintah ilahi yang harus ditaati
sedang fikih lebih merupakan sebuah ilmu yang perumusannya melibatkan
usaha manusia (ijtihad). Syari’at adalah hukum Tuhan sedangkan fikih adalah
aktudisas darinya.**

Pada dataran aktualisasinya, syari’at memiliki keragaman dan tidak
steril dari perubahan, karena pelaksanaannya, sebagaimana penemuannya,
tidak bisa dipisahkan dari konteks sosio historis umat Islam.™ ljtihad ulama,
yang dilakukan secara terus menerus, merupakan respon atas permasalahan
yang dihadapi, sehingga dialektika antara nas}dan realitas empiris, terus terjadi
seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial.’* Itulah yang disebut
fikih yang dalam bahasa Inggris disebut Islamic law.

Hukum Islam mengandung dua unsur utama wahyu dan akal,;
kesatuan dan keragaman; universalitas dan kontektualitas, idealism dan
realism; thubut (stabilitas) dan perubahan.** Demensi thubut adalah nilai-

nilai sharizah yang bersumber dari wahyu yang bersifat universal dan menjadi

130 K amil Musa. Al-Madkhal ila Tasyri’ al-Islamy. (Beirut: Muassasah Risalah ), 19

B! Muhyar Fanani. Membumikan Hukum langit. (Y ogyakarta : Tiara Wacana, 2008), 1

132 gyahrastani, al-Milal wa al-Nihjl. (Beirut: Datr al-Fikr, 2008), 200. Yusuf Musa. Tarikh al-
Figh al-Islamy.(Mesir: Dar al-Kitab al-Araabi, 1958), 17 dan 66

133 N J Coulson. Konflik dalam yurisprudensi Islam. (Y ogyakarta: Navila, 2001). Atho Mudzahar
memetakan cara pandang muslim terhadap hukum Islam menjadi empat pasangan karakter: wahyu
dan akal, kesatuan dan keragaman, idealism dan realism, dan stabilitas dan perubahan. Atho
Mudzahar. Membaca Gelombang ljtihad (Y ogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 97-100
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arus utama umat Islam. Sedangkan demens taghayyur adalah pemikiran
manusia dalam menggali hukum Islam dan upaya menerapkannya. Dengan
karakter fleksibilitas dan dinamis, hukum Islam mampu merespon setiap

persoalan yang dihadapi.



